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ABSTRACT 

 

COMPLETION OF THE EXTENSIVE BILLING SAVINGS CREDIT 

DUE DATE 

(Study On SAWITRA Village Unit Cooperative, Rokan Hulu Regency, Riau) 

 

BY: 

ULFA HERLINA WATI LUBIS 
15.840.0064 

 

 Cooperatives are a joint business entity that struggles in the economic 
field by fulfilling the right and steady path with the aim of freeing its members 
from the economic difficulties that are generally suffered by them. And 
cooperatives are legal entities based on family principles whose members consist 
of individuals or legal entities with the aim of welfare of its members. The purpose 
of cooperatives in general is to lift poverty together and to improve the welfare of 
the community as a whole. The cooperative offers a savings and loan system for 
its members, in which deposits are channeled to members in the form of credit. 
 The problem in this study is how the Legal Settlement Process Against 
Members of KUD SAWITRA, Rokan Hulu Regency, Riau, which carries out a 
credit and savings loan that has matured. The purpose of this study is to answer 
the problem statement above. 
 The research method used is normative juridical, and the data collection 
techniques used are Library Research, namely research conducted based on 
reading sources, namely Law, books, scientific research, scientific articles, mass 
media, and legal journals relating to the material discussed in this thesis 
proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field Research, 
namely by conducting direct research on the field. In this case, the researchers 
immediately conducted research into the SAWITRA Village Unit Cooperative, 
Rokan Hulu Regency, Riau by interview. 
 Legal Settlement Process Against Members of KUD SAWITRA, Rokan 
Hulu Regency, Riau, which carries out credit savings and loans that have expired 
is in the event of a maturity savings and loan credit problem, namely through the 
consultation of the cooperative board to creditors. Before conducting the 
deliberation process, the cooperative first gives a warning letter to the creditor 
first, if it is not responded to for 2 to 3 months, then the KUD will carry out the 
collateral seizure. The Cooperative Village Unit Cooperative will sell or auction 
the collateral provided by the creditor to the cooperative if the creditor is unable 
to make the payment and has agreed to make the auction for repayment of the 
debt. 
 
 
 
Keywords: Legal Settlement, Credit Billing, Savings and Loans 
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ABSTRAK 
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP 

PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH 
 JATUH TEMPO 
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OLEH: 
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15.840.0064 
 

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam 
bidang ekonomi dengan memenuhi jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan 
membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang 
umumnya diderita oleh mereka. Dan koperasi adalah badan hukum yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan 
atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Tujuan dari 
koperasi secara umum yaitu untuk mengangkat kemiskinan secara bersama-sama 
dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara keseluruhan. 
Koperasi  menawarkan  sistem simpan pinjam bagi para anggotanya, yang mana 
simpanan tersebut di salurkan kepada anggota dengan bentuk kredit.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses Penyelesaian 
Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang 
melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yakni Library Research (Penelitian 
Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni 
Undang–Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan 
jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal 
skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Field 
Research  (Penelitian Lapangan)  yaitu dengan melakukan penelitian langsung 
kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Koperasi 
Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan cara Wawancara. 

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, 
Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah 
jatuh tempo adalah apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh 
tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut 
kepada kreditur. Sebelum melakukan proses musyawarah tersebut, pihak koperasi 
terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada kreditur tersebut terlebih 
dahulu, apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak 
KUD akan melakukan penyitaan jaminan. Pihak Koperasi Unit Desa sawitra akan 
melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan 
kreditur kepada pihak koperasi apabila pihak kreditur tidak sanggup untuk 
melakukan pembayaran dan telah setuju untuk melakukan pelelangan tersebut 
untuk pelunasan hutang-nya. 

 
 

Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Penagihan Kredit, Simpan Pinjam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia semakin terpuruk dengan 

kondisi perekonomian yang saat ini terjadi, sehingga banyak masyarakat 

khususnya di daerah pedesaan yang membutuhkan dana untuk memajukan usaha 

mereka. 

Masyarakat Indonesia yang lemah ekonominya sebaiknya bekerjasama 

untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Jalan yang terbaik untuk 

meningkatkan taraf hidup, untuk memperkuat kedudukan ekonomi, ialah 

bergabung di dalam sebuah koperasi.1  

Dengan keadaan seperti ini masyarakat sangat membutuhkan tempat yang 

dapat memberikan penyaluran pinjaman dana. Dalam hal ini penyaluran pinjaman 

harus memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada para pengusaha 

kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih di kenal dengan Usaha Kecil 

Menengah (UKM). Di karenakan Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) saat 

terjadi krisis moneter tetap bertahan dengan segala keterbatasannya.2 

Di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman 

kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi, karena koperasi sangat 

signifikan dalam peningkatan perekonomian rakyat Indonesia. Sejarah koperasi 

                                                             
1 Sagimun M.D, Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia, CV Haji Mas Agung, 

Jakarta, 1989, Hlm. 9 
2 Dhiky Waluya Nugraha, Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap 

Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD  (Medan: UMA,2018), Hlm.1 
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2 

 

pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai 

dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil.  

Di Indonesia sendiri ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria 

Wiraatmadja yang pada Tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para 

Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya 

diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. 

Pada Tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo 

sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan 

mensejahtrakan kehidupan rakyat. Pada Tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan 

Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dan pada Tahun 1927 Regeling 

Inlandschhe Cooperatiev. 

Pada Tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk 

memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. Pada 

Tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan 

memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. 

Pada Tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia kemudian Jepang 

mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi Kumiyai. Setelah bangsa 

Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia 

mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu 

kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.3 

Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk 

terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. Karena anggota dari koperasi mereka bisa melakukan 

                                                             
3http://darealekonomi.blogspot.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-

di.html, diakses pada hari sabtu tanggal  20 Oktober 2018, Pukul 14.06 WIB. 
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peminjaman dana untuk mengembangkan usaha agar usaha dari para anggota 

koperasi tetap  maju dan berdiri. 

Dan biasanya anggota-anggota koperasi tersebut sudah saling mengenal. 

Oleh karena itu mereka merasa di dalam suatu keluarga, dan dapat bekerja sama 

berdasarkan kekeluargaan.4 Sebagai anggota koperasi, mereka juga memiliki hak 

dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Anggota koperasi memiliki kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan 

peraturan khusus serta keputusan yang telah disepakati oleh rapat anggota, ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, dan juga 

ikut mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

Selain ada kewajiban sebagai anggota koperasi, mereka juga memiliki 

haknya sebagai anggota, yaitu ikut serta menghadiri, menyatakan pendapat dan 

memberikan suara dalam rapat anggota, ikut serta memilih dan atau dipilih 

menjadi pengurus atau pengawas, dapat meminta diadakan rapat anggota yang 

diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, bebas mengemukakan pendapat atau 

saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta, 

dapat memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara 

sesama anggota, dan mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi 

menurut ketentuan dalam anggaran dasar.5  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang 

                                                             
4 Sagimun M.D , Op.Cit., Hlm. 12  
5 http://www.kuduskab.go.id/p/96/koperasi, diakses pada hari rabu tanggal 22 Oktober 

2018, Pukul 21.15 WIB. 
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mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.6 Dan Keanggotaan koperasi 

dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar dipenuhi. Dan juga Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.7 

Di koperasi itu sendiri untuk modal dapat di bagi menjadi modal yang di 

peroleh sendiri maupun pinjaman. Modal sendri dapat berasal dari:  

1. Simpanan Pokok 

2. Simpanan Wajib 

3. Dana Cadangan 

4. Hibah 

 Sedangkan modal yang di peroleh dari pinjaman dapat berasal dari : 

1. Anggota 

2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya 

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya  

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

5. Sumber lain yang sah. 8 

Dari modal tersebutlah koperasi memulai untuk melakukan segala 

kegiatan di dalam koperasi, termasuk dalam simpan pinjam yang dilakukan oleh 

anggota koperasi tersebut. 

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam 

bidang ekonomi dengan memenuhi jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan 

                                                             
6 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian 
7 Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian 
8 Pasal 41 ayat (2) dan (3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian 
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membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang 

umumnya diderita oleh mereka.9  Dan di dalam koperasi memiliki dua asas yaitu 

asas kekeluargaan dan asas gotong royong, sehingga koperasi sangat erat 

hubungan nya dengan kelompok masyarakat menengah kebawah serta koperasi 

sebagai tulang punggung dalam perekonomian rakyat. Tujuan dari koperasi secara 

umum yaitu untuk mengangkat kemiskinan secara bersama-sama dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara keseluruhan.10 

Koperasi itu sendiri memiliki manfaat dari ekonomi dan sosial.  Seperti 

halnya dalam ekonomi, koperasi memiliki manfaat sebagai wadah untuk 

meningkatkan pendapatan anggotanya. Dari laba bersih yang diperoleh koperasi 

didistribusikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa.  Penawaran barang 

dan jasa dengan harga lebih murah. Hal ini dimaksudkan bahwa barang dan jasa 

yang mampu dibeli oleh anggota koperasi. Dan untuk menumbuhkan sikap 

kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi, bagi setiap anggota 

berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan dari 

koperasi.11 

Manfaat koperasi di bidang sosial yaitu untuk mempromosikan 

pembentukan kehidupan yang damai dan tenang dari masyarakat. Dan juga 

sebagai pembentukan aturan yang membentuk manusia bukan pada materi 

                                                             
9 G. Kartasapoetra (et al), Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD  

1945,  Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 1 
10 Zulkarnain Lubis, Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat,Citapustaka Media Perintis, 

Bandung, 2008, Hlm. 31 
11https://www.dosenpendidikan.com/tujuan-manfaat-dan-peran-koperasi-dalam-

perekonomian-indonesia/, diakses pada hari rabu tanggal 14 November 2018, Pukul 20.15 WIB 
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hubungan tapi lebih rasa kekeluargaan, juga untuk mendidik anggota agar  

memiliki semangat kerja sama dan semangat persaudaraan.12. 

 Koperasi yang terdapat di pedesaan itu biasa di sebut juga dengan 

Koperasi Unit Desa. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1994, 

dikatakan bahwa KUD adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan 

merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri untuk 

meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, khususnya anggota koperasi dan 

umumnya masyarakat keseluruhannya.13 

Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang 

berbunyi : 

 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 
makmur berdasarkan Pancasila Undang Undang Dasar 1945”.  

 
Didalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian disebutkan jenis-jenis koperasi yaitu : 

1. Koperasi Konsumen 

2. Koperasi Produsen 

3. Koperasi Jasa, dan 

4. Koperasi Simpan Pinjam 

Dilihat dari penjelasan diatas, maka masyarakat yang membutuhkan modal 

untuk usahanya lebih memilih melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam 

                                                             
12Ibid 
13Zulkarnain Lubis , Op.Cit., Hlm. 152 
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yang prodesur dalam peminjamannya mudah dan bunga yang ditawarkan relatif 

ringan. 

Demikian halnya koperasi terus mengembangkan sayap di bidang 

usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas, 

yaitu salah satunya di bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semangkin 

dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam.14 

Koperasi  menawarkan  sistem simpan pinjam bagi para anggotanya, yang 

mana simpanan tersebut di salurkan kepada anggota dengan bentuk kredit. 

Koperasi berperan dalam pemberian pinjaman seperti yang tercantum dalam 

ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam Pasal 1 Angka 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam 

adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. 

Dalam hal simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi ini di perlukan 

pengawasan yang ketat, dan diperlukan tata hukum perkoperasian yang mampu 

menjadi acuan dalam perekonomian nasional. Karena dari perkreditan ini banyak 

yang mengakibatkan koperasi tersebut gagal. 

Di dalam prakteknya sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya 

melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Character (watak), Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Collateral (angunan) dan Condition Of Economic 

( prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.15 

                                                             
14 Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, Bharata, Jakarta, 2000, Hlm. 3 
15 Muhammad Djumlia, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2000, Hlm. 394 
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Sehingga di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1995 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan juga Keputusan Menteri 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang 

Petunjuk  Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan 

operasionalnya.16 

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan 

pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha 

dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan 

mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus 

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan 

kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya 

jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.17 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut : 

 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 

 
Dalam kasus pinjaman/kredit bermasalah, debitur dianggap telah ingkar 

janji untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah jatuh 

tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada 

pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjaman/kredit bermasalah 

didalamnya meliputi pinjaman/kredit macet.18 

                                                             
16 Dhiky Waluya Nugraha, Op.Cit, Hlm. 3 
17 http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html, diakses pada sabtu 

tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 11.45 WIB. 
18 Fransiskus Saju, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit  Union ,Vol.3 

Nomor 3, Jurnal Hukum  UNTAN, Tahun 2016, Hlm. 10 
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Pinjaman/kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan anggota di 

dalam mengelola keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu terburu-

buru dalam melakukan ekspansi usaha, atau dalam usaha perdagangan terlalu 

banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran 

barang dagangannya.19 Sehingga hasil keuntungan yang di dapat tidak bisa di 

jadikan sebagai pembayaran kredit, dan menyebabkan kredit tersebut jadi 

bermasalah atau macet. 

Dengan mengetahui tujuan dan manfaat dari koperasi di atas, penulis 

tertarik untuk mendalami tentang koperasi, yang khususnya dalam simpan pijam 

dan melakukan penelitian tersebut pada Koperasi Unit Desa SAWITRA yang 

berada di kabupaten Rokan Hulu, Riau. Koperasi ini berbentuk koperasi Unit 

Desa yang mana juga menyediakan jasa simpan pinjam bagi anggotanya. 

Penelitian yang dilakukan nantinya di Koperasi Unit Desa SAWITRA 

dimaksudkan untuk mengetahui jika terjadi permasalahan ketika debitur lalai 

dalam membayar hutangnya atau kemungkinan terjadinya tunggakan sehingga 

jatuh tempo dalam perjanjian yang dilakukan, dan langkah penyelesaian seperti 

apa yang akan dilakukan oleh pihak koperasi itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui 

hal tersebut maka mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS  

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN 

PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO” untuk melengkapi data yang 

terkait dengan hal ini penulis melakukan penelitian pada sebuah koperasi yaitu 

                                                             
19 Ibid., Hlm. 13 
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Koperasi Unit Desa SAWITRA yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi 

Riau. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam permasalahan tentang simpan pinjam yang sudah jatuh tempo adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD 

SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan 

pinjam yang telah jatuh tempo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penyelesaian dalam penagihan kredit apabila sudah 

masuk jatuh tempo di KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, antara 

lain : 

a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan terhadap 

hukum perkoperasian terutama masalah yang dihadapi oleh anggota 

koperasi dalam kredit simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa 

SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. 

b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang perkoperasian yang telah dipelajari di semester 6 kuliah Fakultas 
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Hukum di Universitas Medan Area untuk dapat menerapkan di 

masyarakat. 

E. Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya 

membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan 

masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori relavan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.20 

  Proses penyelesaian apabila penagihan kredit simpan pinjam yang sudah 

jatuh tempo pada KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau adalah dengan 

melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan yang diberikan oleh kreditur yang 

telah melakukan kredit simpan pinjam kepada Koperasi Unit Desa SAWITRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Admistrasi, Alfabeta , Jakarta, 2002, Hlm.39 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya “bersama” dan “operasi” 

yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan 

yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerjasama dalam 

mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan 

sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan 

bersama.1 

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata 

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.2 

Pengertian koperasi menurut beberapa pendapat ahli, antara lain : 

a .  I LO  ( I n t e r n a t i o n a l  L ab o u r  O r gan i z a t i on )  

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya 

pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan 

ekonomi rakyat. 

b. Mohammad Hatta 

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan 

ekonomi berdasar tolong. 

                                                             
1 JB. Djarot Siwijatmo, Manajemen Koperasi, BPFE, Yogyakarta, 1992, Hlm. 18 
2 Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Rosda Karya, Bandung, 1998, Hlm. 14 
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c. Alford Hanel 

Koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi, maka kopersi harus 

memenuhi 4 kriteria : 

1. Kelompok koperasi 

Kelompok koperasi merupakan sekelompok individu yang mempunyai 

kepentingan yang sama ( tujuan yang sama). 

2. Swadaya kelompok koperasi 

Sekelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya melalui suatu kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama. 

3. Perusahaan koperasi 

Kegiatannya dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang 

dimiliki dan dikelola secara bersama.  

4. Promosi anggota / pemakmuran anggota  

Perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut mempunyai 

tugas untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.3 

Secara umum berdasarkan pendapat ahli Koperasi adalah badan hukum 

yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang 

perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, 

dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan 

                                                             
3https://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html, 

diakses pada kamis tanggal 17 November 2018,  Pukul 13.16 WIB. 
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yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil 

usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.4  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian Indonesia, menjelaskan :  

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 
dasar asas kekeluargaan”5 

 
Di dalam Pasal ini koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat 

sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang ini. Dan koperasi haruslah 

berlandaskan atas asas kekeluargaan, sehingga setiap badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sebagaimana telah 

disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut harus menjalankan usahanya sesuai 

dengan Undang-Undang Perkoperasian. Di dalam Pasal ini koperasi merupakan 

gerakan perekonomian rakyat sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang 

ini. Dan koperasi haruslah berlandaskan atas asas kekeluargaan, sehingga setiap 

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi 

sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut harus 

menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian 

2. Syarat-syarat Pendirian Koperasi 

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran 

Dasar Koperasi,  adalah sebagai berikut : 

                                                             
4 Ibid 
5 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 
15 

 

a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua 

puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang 

sama. 

b.  Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga 

Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan 

hukum. 

c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, 

dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang 

nyata bagi anggota. 

d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang 

akan dilaksanakan oleh koperasi. 

e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.6 

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa 

persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:7 

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang 

akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. 

2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 

orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder 

memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. 

3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik 

Indonesia. 

                                                             
6 https://007umkm.wordpress.com/2008/09/26/prosedur-pendirian-koperasi/, diakses 

pada jumat tanggal 18 Novemer 2018, Pukul 19.47 WIB 
7 http://www.bukupedia.net/2016/08/syarat-dan-tata-cara-pendirian-koperasi-menurut-

uu-nomor-25-Tahun-1992.html, diakses pada jumat tanggal 18 November 2018, Pukul 19.24 WIB. 
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4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang 

memuat anggaran dasar. 

5. Memiliki Anggaran dasar koperasi. 

Adapun anggaran dasar dari koperasi sekurang-kurangnya harus memuat 

hal-hal berikut ini:8 

1. Daftar nama pendiri; 

2. Nama dan tempat kedudukan; 

3. Maksud dan tujuan serta di bidang usaha; 

4. Ketentuan mengenai keanggotaan; 

5. Ketentuan mengenai rapat anggota; 

6. Ketentuan mengenai pengolahan; 

7. Ketentuan mengenai permodalan; 

8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 

9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 

10. Ketentuan mengenai sanksi. 

3. Jenis-jenis Koperasi 

Jenis-jenis koperasi di Indonesia antara lain: 

a. Koperasi Konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari 

tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. 

b. Koperasi Peternakan 

                                                             
8Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian 
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Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-aggotanya terdiri dari 

pengusaha dan buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya 

langsung berhubungan dengan peternakan. 

c. Koperasi Simpan Pinjam ( Koperasi kredit ) 

Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang setiap anggotanya 

mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. 

d. Koperasi Serba Usaha 

Koperasi serba usaha ialah koperasi yang mengusahakan beberapa macam 

usaha. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mempertinggi kesejahteraan 

segolongan masyarakat tertentu.9 

1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya antara lain:10 

a. Koperasi Konsumsi 

Koperasi ini di dirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para 

anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi tersebut harus 

lebih murah dibandingkan tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. 

b. Koperasi Jasa 

Koperasi ini berfungsi untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk 

pinjaman kepada anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari 

tempat meminjam uang yang lainnya. 

c. Koperasi Produksi  

                                                             
9 U. Purwanto, Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di 

Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang,1989, Hlm.13-14 
10 Panji Anoraga ( et al ) , Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 333 
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Koperasi Produksi membantu penyediaan bahan baku, penyediaan 

peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu 

menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Semakin banyak penyediaan 

barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli. 

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, antara lain: 

a. Koperasi Primer 

Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 

20 orang perseorangan. 

b. Koperasi Sekunder 

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-

badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan 

dengan koperasi primer. 

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1) Koperasi pusat merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 

koperasi primer. 

2) Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya minimal 3 

koperasi pusat. 

3) Induk koperasi merupakan koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 

gabungan dari koperasi. 

3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya, antara lain:11 

a. Koperasi Unit Desa (KUD) 

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya 

adalah masyarakat pedesaan. Koperasi ini dibentuk dengan menyatukan beberapa 

                                                             
11 Panji Anoraga ( et al ), Ibid, Hlm.335 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 
19 

 

koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan 

kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian. 

b. Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya adalah warga 

sekolah, seperti guru, karyawan di sekolah tersebut, dan para siswa sekolah. 

Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Dan koperasi ini memiliki 

tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat. 

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Koperasi ini yang beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum menjadi 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi ini bernama Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN). Dan jenis koperasi ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri yang sebagai anggotanya. KPRI  

itu sendiri dapat di dirikan di ruang lingkup departemen atau instansi. 

Selain dari beberapa jenis koperasi diatas, masih banyak jenis koperasi 

lainnya, misalkan koperasi yang memiliki anggota sebagai pedagang di pasar 

maka dapat dinamakan Koperasi Pasar. Sedangkan koperasi yang memiliki 

anggota sebaga nelayan maka koperasi tersebut dinamakan Koperasi Nelayan. 

B. Hak Dan Kewajiban  

1. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 

Sebagai anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

a. Hak dan kewajiban pribadi ( personal ) adalah hak dan kewajiban dalam 

kehidupan dan kegiatan koperasi. 
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b. Hak dan kewajiban keuangan ( financial ) adalah hak dan kewajiban yang 

berhubungan dengan keikutsertaan keuangan para anggota dalam harta 

kekayaan dan dana koperasi. 

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Pengertian hak dan kewajiban menurut Abdulkadir Muhammad ialah hak 

adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika 

tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan 

sanksi jika lalai atau dilalaikan. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, 

pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam 

perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban memenuhi prestasi dan kreditur 

berhak atas prestasi tersebut.12 

C. Pengertian Simpan Pinjam 

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan 

pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha 

dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan 

mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus 

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan 

kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya 

jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.13 

 

 

                                                             
12 Egi Yuzario,Skripsi: Pelaksaan  Perjanjian Simpan Pinjam Pada  Koperasi Unit Desa 

Budidaya Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Universitas Lampung, 2018, 
Hlm.15 

13 http://www.lepank.com, Op Cit 
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D.  Pengertian Perjanjian 

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam 

buku ke III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai degan Bagian 

Keempat. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan 

tentang “Perjanjian” sebagai berikut : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.14 

 
Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki 

pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu 

pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, 

perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang 

utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para 

pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan 

serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan 

demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki 

beberapa kehendak yaitu: 15 

a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji. 

b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua pihak atau lebih pihak   

dalam suatu perjanjian. 

c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban 

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum  

 

                                                             
14 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
15 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta,1984, Hlm.12 
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1. Jenis-Jenis Perjanjian 

Didalam perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain: 16 

a. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

pokok bagi kedua belah pihak. 

b. Perjanjian Cuma-Cuma, menurut ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang 

dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa 

menerim suatu manfaat bagi dirinya sendiri. 

c. Perjanjian Atas Beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari 

pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara 

kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 

d. Perjanjian Bernama, adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama 

sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan 

diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang 

paling banyak terjadi sehari-hari. 

e. Perjanjian Tidak Bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di dalam 

masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. 

f. Perjanjian Obligator, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara para pihak. 

                                                             
16 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, Hlm. 66 
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g. Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian dengan nama seorang 

menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang 

membebankan kewajiban (oblilige) pihak itu untuk menyerahkan benda 

tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). 

h. Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak 

telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjain. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah 

mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338). 

i. Perjanjian Real, merupakan suatu perjanjain yang terjadinya itu sekaligus 

dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. 

j. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan 

diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). 

k. Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomts), suatu perjanjian dimana 

para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka. 

l. Perjanjian Untung-Untungan, menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah 

suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua 

pihak, maupun bagi sementara pihak, bertanggung pada suatu kejadian 

yang belum tentu. 

m. Perjanjian Publik, yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 

dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah 

pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat 
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hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam 

kedudukan yang sma (coordinated). 

n. Perjanjian Campuran, adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai 

unsur perjanjian di dalamnya. 

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit 

Istilah perjanjian (overeenkomst) menurut Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah: 

“Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih” 
 
Dilihat dari sahnya suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu:17 

a. Esensialia 

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang 

menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara 

para pihak dan objek perjanjian. 

b. Naturalia  

Bagian ini merupakan sifat bawaan atau naturalia perjanjian yang secara 

diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang 

dijual. 

c. Aksidentialia 

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula 

beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-azas tersebut antara 

                                                             
17 https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-

kredit-bank/, diakses pada sabtu tanggal 21 November 2018, Pukul 14.01 WIB 
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lain terdapat dalam Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) Kitap Undang-

Undang Hukum Perdata. 

Bagi koperasi, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya 

suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari 

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

yang rumusannya sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan” 

 
Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian 

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan 

maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu diantaranya: 

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

perjanjian lain yang mengikutinya. 

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan 

hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor 

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit 

3. Jenis-jenis perjanjian kredit. 

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan koperasi, 

yaitu: 
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a. Perjanjian kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta otentik. 

 
Perjanjian kredit dibawah tangan atau akta di bawah tangan memiliki ciri 

dan kekhasan tersendiri, berupa: 

1. Bentuknya yang bebas 

2.  Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh 

pembuatnya 

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi 

juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam 

akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah 

dewasa untuk memperkuat pembuktian. 

Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum 

untuk melakukan perjanjian kredit di bawah tangan, maka perjanjian kredit 

tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya.18 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ada dua macam/golongan akta 

notaris, yaitu:19 

                                                             
18 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/kekuatan-hukum-

pengikatan-perjanjian-kredit-dengan-akta-di-bawah-tangan/  diakses pada tanggal 28 Maret 2019, 
pukul 10.34 WIB 

19 Ibid 
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1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat); 

  Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu 

tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh 

notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, 

akta pencatatan budel, dan lain-lain. 

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij). 

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang 

diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, 

misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.  

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni: 

a. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka 

sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut; 

b. kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-

benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 

c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa 

pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap 

kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah 

dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. 

 

 
 
 
 
 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan November 

2018 

 

Desember 

2018 

 

 

Januari 

2019 

 

 

Februari 

2019 

 

 

Maret 

2019 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 
Seminar 

Proposal 

                                        

  

2 
Perbaikan 

Proposal 

                                        

  

3 Acc Perbaikan                                           

4 Penelitian                                           

5 
Penulisan 

Skripsi 

                                        

  

6 
Bimbingan 

Skripsi 

                                        

  

7 Seminar Hasil                                           

8 Meja Hijau 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, 

Riau yang bertempat di Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam, 

Kabupaten Rokan Hulu, Riau. 

B. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian adalah normatif yaitu metode penelitian yang 

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat 

juga berupa pendapat para sarjana.1 

a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis Model 

Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang 

Sudah Jatuh Tempo (Penelitian pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. 

Rokan Hulu, Riau) tempat penelitian.  

b. Data Sekunder adalah data yang mencakup  dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku ilmiah, data on line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata  (BW) dan Undang-Undang No 25 

Tahun 1992 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Keporasian. 

c. Data Tersier adalah  suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder 

dapat berupa kamus hukum, dan biografi. 

 

 

                                                             
1https://idtesis.com, diakses pada  sabtu tanggal 20 November 2018, Pukul 22.38 wib. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini  

adalah  deskriptif  analisis dari  studi  kasus Penelitian pada Koperasi Unit Desa 

SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau.  Studi  kasus  adalah  penelitian  tentang  

Tinjauan Yuridis Model Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan 

Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo yang  mengarah  pada  penelitian  hukum  

empiris, yaitu  suatu  bentuk  penulisan hukum  yang  mendasarkan  pada  

karakteristik  ilmu  hukum   yang  berdasarkan  pada  karakteristik  ilmu  hukum  

yang  empiris.2 

Sifat  penelitian  ini  secara  deskriptif  analisis  yaitu  untuk  memberikan 

data  yang  seteliti  mungkin dilakukan  di  Penelitian pada Koperasi Unit Desa 

SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau mengambil  beberapa  data dan  dengan  

menganalisis  yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni : 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang 

dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-

buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum 

yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. 

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan 

                                                             
2Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm 163 
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untuk penelitian. Data primer yaitu berupa perndapat subjek (orang) baik 

individu maupun kelompok dan suatu kejadian. 

b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang 

membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk 

skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

komentar-komentar atas putusan hakim. 

2.  Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan 

penelitian ke Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, 

Riau dengan cara Wawancara.  

4. Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan 

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan 

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan 

wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan 

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, 

Kabupaten Rokan Hulu, Riau. 

Dari hasil penelitin  tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis 

dalam “Tinjauan Yuridis Peyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan 

Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
 
Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, 

Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah 

jatuh tempo adalah apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh 

tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut 

kepada kreditur. Sebelum melakukan proses musyawarah tersebut, pihak koperasi 

terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada kreditur tersebut terlebih 

dahulu, apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak 

KUD akan melakukan penyitaan jaminan. 

Pihak Koperasi Unit Desa sawitra akan melakukan penjualan atau 

pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan kreditur kepada pihak 

koperasi apabila pihak kreditur tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan 

telah setuju untuk melakukan pelelangan tersebut untuk pelunasan hutang-nya. 

Dan pihak dari kreditur tidak dapat menuntut yang dilakukan pihak koperasi untuk 

melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang di berikan karena sudah 

tercantum dalam isi perjanjian yang telah di setujui sebelum melakukan 

peminjaman pada koperasi unit desa sawitra.  

 
B. Saran 

Sebaiknya para pihak dari Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten 

Rokan Hulu, Riau lebih memperhatikan masing-masing karakter dari pihak yang 

mengajukan permohonan agar tidak terjadi kredit macet atau sampai jatuh tempo. 
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Dan pihak yang mengajukan permohonan lebih bisa diajak untuk bekerja sama 

dalam menyelesaikan masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo 

dengan cara musyawarah dan tidak perlu sampai ke ranah hukum.  

Pihak Koperasi haruslah lebih memahami peyebab yang sering terjadi 

ketika pihak yang mengajukan permohonan peminjaman simpan pinjam 

mengalami kemacetan saat melakukan pembayaran cicilan. Dan membantu 

memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar lebih memahami 

segala sesuatu tentang simpan pinjam pada koperasi dan lebih paham apabila 

menemukan kasus yang sama seperti yang di teliti oleh peneliti di lingkungan 

masyarakat. Dan dapat menerapkan apa yang di dapat dari penelitian yang 

dilakukan pada Koperasi Unit Desa SAWITRA.  
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LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA 

1. Siapa saja yang di perbolehkan melakukan simpan pinjam pada Koperasi 

Unit Desa Sawitra? 

Jawab : Yang di perboleh kan dalam melakukan simpan pinjam di KUD 

Sawitra itu boleh anggota KUD Sawitra maupun non anggota. 

2. Bagaimana syarat untuk melakukan simpan pinjam pada Koperasi Unit 

Desa Sawitra? 

Jawab : Dengan memberikan identitas lengkap, foto, KK, berkas jaminan 

yang akan di berikan beserta materai 6000 

3. Bagaimana perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan Simpan Pinjam 

pada Koperasi Unit Desa Sawitra? 

Jawab : Dengan kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal isi dari perjanjian 

kredit yang di berikan pihak koperasi 

4. Berapa suku bunga yang di tawarkan oleh pihak Koperasi Unit Desa 

Sawitra? 

Jawab : Suku bunga yang di tawarkan pihak KUD SAWITRA yaitu 1,5% 

5. Berapa lama tempo waktu dalam pembayaran simpan pinjam pada 

Koperasi Unit Desa Sawitra? 

Jawab : Tempo waktunya berfariasi, dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun 

6. Bagaimana bentuk penagihan yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa 

Sawitra apabila terdapat anggota maupun non anggota yang terlambat 

dalam melakukan pembayaran simpan pinjam? 
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Jawab : Dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu, apabila 

tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak 

KUD akan melakukan penyitaan jaminan. 

7. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa 

Sawita apabila sudah jatuh tempo? 

Jawab : Dengan musyawarah, tetapi apabila dalam musyawarah tersebut 

tidak memiliki titik temu maka akan dilakukan upaya hukum. 

8. Apakah masih diperbolehkan melakukan simpan pinjam pada Koperasi 

Unit Desa Sawitra apabila anggota ataupun non anggota tersebut pernah 

terlambat dalam melakukan pembayaran kredit simpan pinjam? 

Jawab : Diperbolehkan apabila dalam proses jatuh tempo pada saat itu 

tidak mengalami masalah dan anggota tersebut tidak melakukan 

kesalahan pada pihak koperasi. 

9. Apakah ada jaminan yang di berikan kepada pihak Koperasi sebelum 

melakukan simpan pinjam? 

Jawab : Ada, jaminan tersebut di berikan kepada pihak guna untuk 

membantu anggota tersebut apabila terjadi permasalahan dalam 

pembayaran simpan pinjam ketika sudah jatuh tempo. 

10. Berapa lama proses pengajuan permohonan untuk melakukan simpan 

pinjam sampai dana tersebut dikeluarkan? 

Jawab : maksimal selama 2 minggu setelah pihak koperasi melalukan 

survei tempat lokasi usaha yang akan digunakan.  
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lzin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini : 
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Fakultas 
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: Hukum Keperdataan 
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Lamp 

Hal : KETERANGANPENGAMBILANDATA/RISET/WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Herry Chaniago 

: Ketua Koperasi Unit Desa "SA WITRA" 

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini : 

Nama : Ulfa Herina Wati Lubis 

No. Mahasiswa 

Program Studi 

Judul Penelitian 

: 15.840.0064 

: Hukum Keperdataan 

: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit 

Simpan Pinjam Yang Terlah Jatuh Tempo (Penelitian Pada 

Koperasi Unit Desa "SA WITRA" Kah. Ro~ Hulu, Riau). 

Bahwa benar telah selesai melaksanakan pengambilan data/ /riset/wawancara di Koperasi 

Unit Desa "SA WITRA" pada tanggal : 02 Januari 2019 sampai dengan 16 Januari 2019 

guna unruk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area 

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, unruk dapat dipergunakan 

seperlunya 
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ISi PERJANJIAN KREDIT 

NO: ............ /USP/SA/ ........... ./2019 .... . 

I. Pada hari ini _Tanggal _ _kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai 

Koperasi Sim.pan Pinjam berkedudukkan di TANAH DATAR selanjutnya sebagai Koperasi yang 

telah memberikan pinjaman dari ketua unit yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Manager 

utama Koperasi Sim.pan Pinjam sehingga selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

II.Kami bertempat tinggal di _ _pemegang kartu tanda penduduk (KTP) dengan 

nomor _perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Suami Isteri , yang 

dibuat dibawah tangan sebagai mana dokumen terlampir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERT AMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA 

PIHAK. Kedua belah pihak telah bersepakat melaksanakan perjanjian dengan ketentuyan-ketentuan 

yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut.: 

PASAL: I 

LANDASAN PERJANJIAN 

Perjanjian kredit dilandasi oleh saling percaya dan atas tanggung jawab 

PASAL: 2 

JUMLAH KREDIT 

PIHAK PERTAMA sepakat bahwa PIHAK KEDUA menerima kredit dari PIHAK PERTAMA 

sebesar Rp. ,-( ) yang membayar dilaksanakan 

secara langsung/ tunai atau melalui Kelompok Tani. 
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PASAL: 3 

PENGGUNAANNYA 

Bahwa dana tersebut dalam pasal 2 oleh PIHAK kedua akan digunakan sebenar-benarnya 

untuk Pengembangan Usaha 

PASAL: 4 

JANGKA WAKTU 

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu Bulan, terhitung sejak tanggal : 
Sampai dengan tanggal : 

PASAL: 5 

BIA YA-BIA YA 

A. Atas Pemberian Pinjama Kredit PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kepada PIHAK 

B. 

PERT AMA sebelum kredit direalisasikan : 

=> J asa Administrasi 1% :Rp. 

=> Jasa pelayanan :Rp. 

=> Biaya Materai 2 buah@ Rp.6.000 :Rp. 

=> Simp. Tabungan 1 X ANGS :Rp 

=> Asuransi 3% :RQ ~ 

Jumlah :Rp 

PEMBIAYAAN 

Semua pembiayaan tagihan dibebankan kea PIHAK KEDUA yang termasuk biaya panggilan, 

Biaya Penagihan, Biaya Penundaan bila perkreditan macet total dalam 

mencicilnya/mengangsurnya. 
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PASAL6 

SALDO PINJAMAN DAN SUKU BUNGA KREDIT 

a. PIHAK KEDUA wajib membayar bunga setiap bulannya kepada PIHAK PERET AMA 

sebesar : 1,5 % setiap bulannya, dalam tempo sesuai dalam perjanjian pinjaman. 

b. PIHAK KEDUA diwajibkan dipotong tabungan sebagai tanda simpanan sebesar 1 X 

angsuran dari jumlah pinjaman tersebut & di kenakan biaya Assuransi 3 % dari nilai 

pinjaman tersebut. 

c. PIHAK KEDUA sebelum perkreditan lunas tidak dibolehkan mengambil tabungannya. 

d. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar administrasi 1 % dari jumnlah pinjaman tersebut. 

e. Apabila PIHAK KEDUA melunasi saldo pinjaman I kredit ,sebelum jatuh tempo maka 

PIHAK KEDUA diwajibkan membayar jasa 50% dari sisa bunga yang harus dibayar. 

PASAL: 7 

DENDA 

Jika penerima kredit lalai membayar segala sesuatu yang harus dibayar olehnya kepada 

PIHAK PERTAMA, hal man.a cukup dibuktikan lewatnya waktu tanggal pembayaran akan 

cukup membuktikan kelalaian penerimaan kredit, sehingga tidak diperlukan pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada prima kredit diwajibkan membayar denda bunga kepada PIHAK 

PERT AMA sesuai dengan perjanjian. 

PASAL.8 

CLAIM ASSURANSI 

Dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT ),tanggal 12 bulan februari 2014,telah disepakati 

bersama oleh anggota bahwa,setiap Anggota I Non Anggota yang mengajukan pinjaman akan 

dikenakan biaya 3% dari plafon pinjaman sebagai biaya assuransi jiwa apabila pihak kedua 

meninggal dunia,maka pinjaman tersebut akan di claim dan dianggap lunas,dengan catatan 

pinjaman tersebut tidak ada menunggak dalam angsuran sesuai jangka waktu yang sudah 

disepakati.dan seandainya dalam pembayaran tidak sesuai dengan jangka waktu dan ada 

tunggakan,maka claim assuransi tersebut dianggap batal dan pinjaman berlanjut seperti biasa. 
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PASAL: 9 

SEBAGAI JAM IN AN PEMINJAM 

II.SEBIDANG T ANAH LAHAN I SKGR /SKPR /SK 

o Nam a 

o Sertifikat 

o Alamat 

o Luas 

No 

BATAS-BATAS 

o UTARA 

o SELATAN 

o BARAT 

o TIMUR 

Pihak kedua menjamin bahwa barang - barang yang ini tidak dijaminkan kepada fihak lain dan tidak 

dalam keadaan sengketa serta buk:an dari sitaan,maka perjanjian dipertanggungjawabkan secara hukum 

sesuai dengan Undang-undang. 
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PASAL: 9 

SEBAGAI JAM IN AN PEMINJAM 

1.SEBUAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR /BPKB 

o J enis Kendaraan 

o Merk/ Tahun 

o Warna 

o No. Rangka Mesin 

o No. Mesi n 

o No. Polosi 

o Tgl. Dikeluarkan dari Kepolosian 

o N a m a Pemilik 

o Alamat 

PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang-barang yang dijaminkan ini tidak dijaminkan kepada fihak 

lain dan tidak dalam keadaan sengketa serta bukan dari sitaan,maka perjanjian dipertanggungjawabkan 

secara hukum sesuai dengan Undang-undang 
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PIHAK PERTAMA menguraikan perjanjian jangka pendek, menengah dan jangka panjang kepada 

PIHAK KEDUA yang tercantum sebagai berikut: 

Jangka Pendek Rpl.000.000,- s/d Rp. 5. 000. 000, - 1. Bln s/d 12. Bln 

1 

2 Jangka Menegah Rp.5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- 12. Bln s/d 24. Bln 

3 Jangka Panjang Rp. l 0. 000. 000, -s/d Rp. 50. 000. 000, - 36. Bln s/d 48. Bln 

3 Jangka Panjang Rp. 50. 000. 000, -sldRp. l 00. 000. 000, - 36. Bln s/d 48. Bln 
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Yang bertanada tangan dibawah ini 
Nam a 
No.ANGGOTA 
Agama 

Mohon meminjam uang sebanyak Rp. ,-( ) 
Untuk keperluan : ..... .. .............. ............. . ........................................... . ............... . .. . .. . ... . 
Saya berjanji melunasi RP. X l.So/o=Rp. ,-X BLN =RP. - SELAMA BLN 
Jumlah POKOK Rp. ,- : BLN=RP. X BLN =Rp. ,-SELAMA BLN 
Jumlah cicilan POKOK dan JASANY A setiap bulannya sebanyak RP. ~( SETIAP BULAN) 

JUMLAH CICILAN POKOK DAN BUNGA 
ANGS TGL BAY AR BAY AR DENDA ANGS TGL BAY AR BAY AR DENDA 
KE : PBYRN PO KOK BUNG A KE: PBYRN POK OK BUN GA 

l 25 

2 26 

3 27 

4 28 

s 29 

6 30 

7 31 ' 

8 32 

9 33 

IO 34 

11 35 

12 36 

13 37 

14 38 

15 39 

16 40 

17 41 

18 42 

19 43 

20 44 

21 45 

22 46 

23 47 

24 48 
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PASAL: 10 
DANASOSIAL 

Apa bila PIHAK kedua meninggal dunia, hutangnya tersebut dianggap lunas dan tidak dikenakan biaya - biaya 
lainya dengan catatan ahli waris dari PIHAK KEDUA memberikan surat keterangan I surat ahli waris yang 
ditandatangani oleh kepala desa setempat dan dilegarisir oleh camat. 

PASAL: 11 

KUASA PENJUALAN/PELELANGAN 

PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual I melelang jaminan 
Anggunan,( SERTIVIKA T,SKGR,BPKB ) a/n .......... apabila pembayaran pinjaman baik itu pokok dan bunganya 
timbul penunggakan selama 4 bulan berturut-turut dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya,sehingga PIHAK 
PERTAMA memutuskan sesuai pasaJ-pasal tersebut. 
Dalam hal ini hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunganya, maka 
PIHAK KEDUA sanggup membayar kekurangan pelunasan hutang tersebut. 

PASAL: 12 

PENYELESAIAN HUT ANG 

Jika perjanjian berakhir atau sudah selesai antara PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang 
menyangkut dalam pasal : 11 maka hutang tersebut dianggap lunas. 
Dalam pelaksanaan pembiyaan apabila terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan cara 
musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan yang ada dalam koperasi sintpan pinjam sesuai dengan 
perjanjian dan merupakan keputusan terakhir yang mengikat, dan apabila tidak bisa, maka PIHAK PERTAMA 
menyelesaikan secara hukum. 
Demikianlah isi perjanjian ini saya buat dan di tandatangani dengan sebenamya, tanpa ada unsur paksaan dari 
siapapun. 

Pihak Pertama 

( ATAN SUMARNO) 

MANAGER 

MENGETAHUI 

I.( 

PENGURUS " KUD" SAWITRA DESA TANAH DAT AR 

KETUA SEKRETARIS BENDAHARA 

( HERRY CHANIAGO) ( WS.MANULLANG) ( ARI KUSMINARSIH) 

Tanah datar: 

Pihak Kedua 

) 2.( 

SU AMI IS TRI I AHLI W ARIS 

PEN JAMIN 
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• 

DEPARTEMEN KOPgRASI DAN PEMBINAAN°PENGUSAHA KECIL .•. . . ' . 

AKTA PERUBAHAN 
ANGGARAN DASAR KOPERl~Si 

NAMA KOPERASI 
KOPERASI UNIT DESA SAWIT .SEJAH TERA ...... ...................... .. .. .. ...... ... ..... ,,..._ ... ..... .. ...... .... ....... .... ........ ..... .. . :;--::: · · ... ..... ... ............ ............. . 

K U D / SAWI TR A / . 
····· ·········· ·········· ·············· ······· ··· ········· ··· ···-····· ·· ·· ···· ······ ··· ····· ······· ····· ···· ···················· ············ . . 
··· ········· ·· ·· ····-··········· ······· ········· ······ ········· ·· ····· ········ ·· ······· ····· ·"········· ··· ··· ····· ······· ·· ·· ··· ····· ······· 

ALAMAT / TEMPAIKEDUDUKAN 
DI DESA TANAH DATAR KEC .-KUNTO DARU ·-- ' ······· ············ ···· ······· ···· ····· ····· ··········· ·············· ·· ·················· ········· ··· ··· ·· ······· ····· ············ ······ ··· · 
SALAM KAB Kq\MPAR · PROPINSI ~IAU .. · ......... ...... ................. .. .. .. .. ............. ............. ...... ................. .... .. ....... .... .... ...... ...... · .... .. ......... .... . 

DENGAN SURAI KEPUTUSAN 

.. 

.... 

.. 
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"!.: 

KOPERASI UNIT DES~ SAW IT SEJAHTERA " 

( K u D - .. I TRA II ) 

DESA TANAH DATAR P IR TR.~ - SE- INTAN, KEC.SIAK HULU 
KAB . • KAMPAR ~~OPIN SI RI AU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Kami yang bertanda tang~- ci bawa h i ni : ----------- - -- - --

( 1 ) . N a m a, • 
Narna kecil 
Tempat tinggal 
Pekerjaan/Jabatan 

( 2) • N a m a 
Na m a kecil 
Tempat ti.nggal 
Pe ke r j aan/jabatan 

( 3 ) • N -a rn a 
Nam a keci l 
Tempat tinggal 
Pe kerjaan/Jabatan 

( 4) . N_. a m a 
Nam a kecil 
Tempa t Tinggal 
Pe ker jaan/Jabatan 

( 5 ) • N a m a 
Nam a ke c il 
Te mpat tinggal 
Pek e rjaan/Jabatan 

• : 

SYAMs··: : ... - - -------------------------- - -
Syarns ::~ .- --- -- ------------------ - --- -­
De s a : .., :- ~:. D at a r j:> i r Tr an s S e i - I nt an . - - -
Ke tua.------ - ------- - --------- - ------- --

P 0 - - - T . -- -----.--------------------­
p 0 P. - ~ t .- --------------~------ - -- -- -
De sa : -~- Da t ar Pir Tr ans 3e i - Intan . --­
Sekre :_:-:s . ----- ---------------~--- -- - --

ABD uL :_s .- - ------- --------- - ------- - - -
A _ z i s. -------------------- - - ------- ---
Desa :~-~~ Datar Pir Tr an s Sei - Intan.- --
Benda :- :.:-:. . __ : ___ ____ - ----------- - - - -::- -- ·---

T A R _ : 0 .-------~----------------- - --

T a ~ - : 0.------------------------- - - -
De sa : -c: Datar P ir Tr a n s Se i-Intan . - -­
Anggo: ~engurus .----~---------- - ---- - - -
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i. ' 
"f: ; 
-~ ; . 
i : f .,. 

t . 
.I 

f 
) 
L 

j . . 
I 

( 1 ). Nam a 
U rn u r 

• 

A l a rn a t 
Pekerjaan 

( 2 ). Nam a 
U m u r 
A 1 a m a t 
Pekerjaan 

(3).Nama 
U m u r 

• 

A 1 a m a t 
Pekarjaan 

( 4 ). Nam a 
U m u r 
A 1 a m a t 
Pekarjaan 

(5).Nama 
U m u r 
A l a m a t 
Pekarjaan 

- 1 -

DA? : -? ."AMA PENDIRI 

SY~ --~:::N .------------------------------
5 
De s~ -a~ah Datar Pir Trans Sei-Intan.--­
Pe:~-: ?i r.-----------------------------

P - ::: A T. ----------------------------
3- :=---~~. -------------------------------
Desa ~anah Datar Pir Trans Sei-Intan.--­
Pe ~a=: ?iF .-----------------------------

ABD~- ~zr s.-----------------------------
5 1 :-~~~ .------------- ------ ------------
Des a :a~ah Datar Pir Trans Sei-Intan.--­
Pe:a~ : ?ir .-----------------------------

T A: - J 0.----------------------------
56 ~=---~~' . -------------------------------
De sa :-, ah Datar Pir Trans Sei-Intan.--­
Pe: a-_ ?ir. -----------------------------

~ 

SAE.-:' .A~ULLANG. ------ ------------------ -
31 : ::-.: -- . - .------------------------------ -
De sa -anah Datar Pir Trans Sei-Intan.---­

: ~e~ ~~- Pir.----------------------------- -

----- Atas Kuasa Rapat Pe-:=~tukan Koperasi yang diselenggarak < 
pad a tangga l dua pu 1 u .• _ :i 1 an Nopember tahun se;:- i bu semb i I a; 
ratus sembilan puluh e-:-a~, ditunjuk oleh pendiri selaku 
kuasa pendiri dan se ___ 1gus untuk pertama kalinya sebagai · 
Pengurus dan menyata ka- endirik~n Koperasi serta -------­
menandatangani Anggara- Jasar Koµerasi yang isinya sebagai 
berikut ------------------- - ------------- -------------· 

."-.NGG.--l_RAN DASAR . 
~ 
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r-.. 
' 

i . 

.. 
f ... 
' 

- ::! -

1\NGG.-.: "-, DA.SAR 

.:: .-.~. I 

NAMA, DAN ':''S:.'PAT KEDUDUKAN 

(1) Badan Usaha Koperasi in i · ~:-~ama Koperasi UNIT DESA tt SAWIT-
SEJAHTERA 11

.-------------------------------------------------

dengan narna singkat K U " S A W I T R A " --------------­
yang selanjutnya dalam A~~5aran Dasar disebut Koperasi. -----

(2) Koperasi berkedudukan di 

Des a 
Kecamatan 
Kabupaten 
Propinsi 

_..es a Tanah Datar Pir Trans ·se- ---
=~tan. ----------------------------

~anah Datar.---------------------­
-~ah Hulu.--------~--------------­
=ampar.---------------------~-----

~ i a u.--------------------------

lL-3 . II 

MAKSC DAN TUJUAN 

rasai. 2. 

' (1) Koperasi BERMAKSUD mengh: -_ - ~ dan menggerakan potensi ekonom i 
anggota dan masyarakat.-----------------------~--------------

(2) Koperasi BERTUJUAN men. :-g .. atkan kesejahteraan a~ggota dan 
rnasyarat dalarn rang ka - e~ggalang terlaksananya masyarakat 
adil dan makrnur berdasar ~-= ?ancasila dan UUD 1945.----------

~.- -.III . 

• ~ A H A 

:E. S21. 3. 

I 
(1) Untuk rnencapai rnaksud ·da~ :;·uan yang tersebut da l am pasal 2 

rnaka Koperasi menyelen=;~~akan Usaha-usaha yang berkaitan 
langsung dengan k epenti ng~- anggota yaitu : -----------------

a. Sirnpan-pinjam.-------- --- --------~------------------------

b. Pertokoan.-----------------------~------------------------
c. Jasa - jasa Seperti : -:-an sportasi clan Foto Copy.---------
d. Pengolahan dan Pemas a:- ~ Hasil Produksi.------------------
e. Kegiatan Perekonomia= ~: Bidang Pertanian,Per ke bu nan ---­

p 1 as ma dan Pet ernaka .. - ---.------------------------------- ~ 

(2) Dalam melaksanakan Us_ =. - · saha tersebut Koperasi da pa t 
bekerjasama dengan piha k a:n :-------------------4----------

. (3) . Dalam ra ngk a ....... . 

--------

----------------------------------------------------- 
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- 3 -

BAB. IV. 

SY ARA T KEANGGOT A_.:._ 

Pas al. 4. 

d2pat diterima menjadi anggota ·­
ra Re publik Indone s ia yang meme:i ~~ 

.kut : -------------------------------

Penduduk yang mempunyai mata penca h~~ 
Petani Pir.-------------------- -------

• 
Tel ah cukup umur untuk melakukan ti~ = 

mata pencaharian. ------------------- -

Telah menyetujui isi Anggaran Dasar :-

Telah membayar Simpanan Pokok se:= 
~nggaran Dasar.-------------------------

Pasal 5 

?enduduk bukan Warga Negara Republi·· 
arga DESA TANAH DATAR PIR TRANS SEI- : 
~nggota luar biasa sepanjang memenuh i ;­
: ibuat oleh Pengurus.----------------- --

Pasal 6 

: eseorang yang ingin menjadi ang; 
-engajukan permohonan tertulis kepac~ 
-enandatangani formulir yang telah di se_ 

ialah Warga 
- :·a rat ~; e bag a1 

_ep erti -------

_-; dan mempunyai 

diat'.ur dalam 

~esia dan bukan 
=apat menjadi --­

-~an khusus yang-

Kop erasi 
-g..:n..ls dengan 
~:1 untuk itu 

harus 
dan. 

oleh 
?engurus. ---------------------------------------------------

=engurus mempertimbangkan permohonan :e~ = ut dan keputusan 
~arus diberikan dalam waktu paling lama _ =ua) minggu sejak 
:an££al permohonan. ---------------~--- ----- -----------------

-- J 

?ermohonan yang diterima segera didaf ta~ -= dalam buku daftar 
~nggota dengan membubuhkan tandatanga~ -= cip jempol dalam 
~uku Daftar Anggota tersebut. -------------------------------

-?abila perrnohonan ditol ak oleh pen&-~~s pemohon dapat 
eminta pertimbangan pada Rapat Anggota :e~ikutnya .----------

-1a i berlakunya dan berakh irnya keangg :aan Koperasi harus· 
.buktikan dalam catatan Buku Daftar Ang ~- :a .----------------

Pasa. -

----------------------------------------------------- 
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Pasal 7 

~ng~otaan berakhir bilamana Anggota 

Mcninggal Dunia . --------------------------------------------

Di berhcntikan oleh Pengurus atau Ra pa: --ggo ta apabi l a : ----

- a. Terbukti tidak memenuhi s yara t-s _·a::- - :eanggotaan. --------

- b. ~elakuk~n tindakan yang ~erusa : -e =ugikan nama bai k 
Koperas1.~------- --------------------------- --------------

- c. Melalaikan kewajiban-kewajiban s~ 
beberapa kali diperingatkan seca=a -

:ai anggota setelah 
li s oleh Pengurus. 

Mcngundurkan diri dari keanggo: Ko perasi setelah 
- memberitahukan secara tertulis. ---------- - -- ---7------------

Pasal 8 

Anggota Koperasi yang diberhenti ··a-: 
- mengajukan keberatan pada Rapat Anggo: 

__ eh . Pengurus dapat 
~e rikutnya .-------~--

Anggota yang meninggal Dunia keanggo::. -::_·a dapat diteruskan ~ 

- o le h ahli waris ya~g memenuhi syarat- __ -= t keanggotaan dalam 
- Anggaran Dasar.--------- - ...... -----------------------------------

Keanggotaan Koperasi melekat pada d:=- 2~ ggota sendiri dan 
t idak dapat dipindahkan kepada orang ____ dengan da li h apapun 
jl1ga, kecuali pewaris mewariskan pa:. ahii warisnya yang 
memenuhi syarat sebagai anggota. --- --------------------------

BAB. •y . 
HAK DAN KEWAjIBAN ANG-~~A 

Pasa l. 9 

_) Setiap Anggota Koperasi mempunyai = ajiban dan tanggung 
jawab yang sama dalam : ----------/------- -------'-------------

a . Membayar simpanan-simpanan pada K ~e=a si · ( Simpanan Pokok, 
Simpanan Wajib dan Simpanan la:~--ain yang diputuskan 
Rapat Anggota ) .------------------------------------------

-- b. Mengamalkan dan tunduk kepada Ang~a=an Dasar dan atutan 
----- lain yang dipu tuska n oleh Rapat A~~got a .------------------ ~ 

-- c. Berpartisipasi dalam kegiatan us2~2 ya ng diselenggarakan 
oleh Koperasi. --------------------------------------- - ----

-- d . Hadir secara aktif dan mengambil ;e=anan dalam rapat - rapat 
( : Seti:=i.p ......... · · · · · · 

I 
I 
J 
I 

l 
i 
; 

V-

----------------------------------------------------- 
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-l Setiap anggota mempunyai hak yang -------------- ' 
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat de- e-~erikan suara dalam 

Rapat Anggota. -------------------------------------------

- b. Memilih I dipilih untuk menjadi ar.gg :a pengurus dan Badan 

- c. 

Pengawas.-------------------------------~-----------------

Meminta diadakan Rapat Anggot a 
ketentuan-ketentua dalam A;ggaran 

::.:.!a r Biasa menurut 
asar .------------------

- d. Mengemukakan pendapat atau sara r.-== =an kepada pengurus 
didalam atau diluar Rapat Anggota. -~:: diminta atau tidak 
diminta.--------------------------------------------------

- e. Mendapa t pe l ayanan yang s ama dar i . _;: e=a s i. --:-------------

- f. Menerima pembagian SHU sebagaima== _:atur dalam Anggaran 
Dasar ini. -----------------------------------------------

- g. Anggota yang berhenti dapat me-.--~ kembali simpan~n­
simpanan dan bagian SHU sete la~ _:?e rhitungkan dengan 
kewajiban-kewajiban, yang dibayar~-- ?ali ng lambat setelah ' 
Rapat Anggota.--------------------- - ----------------------

Anggo ta Luar Bi a.sa mempunya i hak :·a- - s ma dengan anggot a 
- biasa kecuali : --------,---------------------------- - -------

- a . Rak untuk dipilih menjadi an gg~- ?ehgurus dan Badan 
Pengawas.-------------------------------------------------

Anggota Luar Biasa mempunyai kewa ji-=- - --------------------

- a . Ikut mendorong kemajuan Kopera s. =~ara terus menerus 
baik secara langsung atau me. orang lain yang 
ditunjuk. -----------------------------------~------------

- b. Mematuhi ketentuan Angg aran 1Dc.~-= an Anggaran Rumah 
----' Tangga serta keputusan yang tela ~ --=?akati oleh Anggota. 

BAB. VI 
RAPAT ANGGOTA 

Pasal 10 

_) Rapat Anggota merupakan kekuasaan : e=-_-ggi didalam Koperasi. 

2 ) Rapat Anggota terdiri dari ------ ---- ----~-----------------! 

I .......... ~ Rapa~ 

• " 

'.·. 
:· 

'· 

----------------------------------------------------- 
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- - a . 

- - b . 

- 6 -

Rapa t anggot a ya it u rap at anggo - c:. :·ang di adakan da 1 am 
rangka tutup buku, diselengga r akar. se :ahun sekali . paling 
lamba t 6 ( e nam) bulan setelah tu tL~ ~~ku .-----------------

Rapat Anggota Luar Biasa ya i:_ . apat An ggota yang 
diselenggarakan dalam keadaan lu a~ 2:a sa yaitu salah satu 
dari keadaan-keadaan berikut : - ------ --- ~----------------

1 . Apabila terjadi bencana alam .--------------------------

- ---- '") Apabila 
An ggota. 

Pengurus tidak mampu -e~yelenggarakan Ra p a t 

---- - 3 . Apabila Pengurus tidak mam pc -el akuka~ kewaj i ban -
-------- ke wajib a nnya. -- - - - -------- - ----------------------------

----- 4 . Apabila ada hal - hal y ang s ege ~a ~ emerlukan keputusan 
----- - - Rapat Anggota .-------- - ------ -----------------------~--

Ra pa t anggota yang diadakan dalam ~2~~~a tutup buku ha r us ' 
- me muat acara rapat sebagai berikut : ----- --- - --- - -----------

- 1. Pemb u kaan. - -- -- ------- -- - - - --- --- - ------- - ---------------

- 2. Pem b acaan pernbukaan dan penge s aha~ :~ : a tertib rapat .-----

- 3 . Pembacaan dan penges~han berita a-~~a rapat anggota yang 
l ampau. --- - - - - -------------- - ---------- --- - --- - -----------.. 

- 4. Pelaporan oleh Pengurus te-:a~g Koperasi dan 
pengusahaanny a dalam tahun buku ya~g :am pau. --------------

5. Pemb a caan laporan pemeriksaan. -- -----------------------~--

6. Pem b acaan Rencana Kerja, Anggara~ :e~dapatan - dan Be l anja 
Koperasi untuk tahun Buku be ri. _:::.: ·a dan· peninjauan 
Anggaran Belanja untuk tahun ber ja __ ~. --------------------

..., 
-- I • Tanggapan anggota terhada p Ren e~:::::. : erja dan Anggaran 

B e l anja.- -- -- - - ---- - ----- - - - ---L------~- ------------ - ---- -

8 . Penetapan Pernba hagian Sisa Pendapa:-~ Perusahaan . - -------- , 

- 9 . Pernilihan Anggota Penguru s dan Ang~::a Pengawas .-- - -------

- 10 . Tanya jawab I usul - usul. - - - - --- ----- - - -- - -- - ---- - ----- ----

- 11. P e n u t u p . - - ---- - --- - ------- --- --------- - ----------- -

' :'apat An.ggota .... · · · ·L 
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Rapat Anggota mempunyai wewenang dan ke:_asan untuk 

1. Mempertimbangkan, menolak ataupu. ::~g esahkan laporan 
pertanggung jawaban Pengurus da= ?engawas mengenai 
kegiatan organisasi, usaha ~an keua~~ ~ selama tahun buku 
yang lalu. -- - --- - ---------- - - - ---------------- - -------- - -

2. Mempertimbangkan, menolak ataupu~ ::nge sahkan Rencana 
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapa ta= =an Belanja Koperasi 
untuk tahun buku yang akan datang. ------- - --- --- - - - --- - - -

3. Memi 1 ih a tau menggant i anggota ?::- .:: -=-· s, maupun serta 
memecat/memberhentikannya bilamana ::::--~~ti - --- - -------

a . Telah melakuk~n tindakan yang -~:-:entangan dengan 
keputusan dan kepentingan Rapat ~-;g~ :a, tidak mentaati 
ketentuan-ketentuan dalam Angga:-~- ~asar dan Anggaran 
Rumah Tangga serta peraturan pe :a _a~aannya . - - --------

--- b. Dalam tingka perbuatannya me~:~- --~an pertentangan 
------ · dalam gerakan Koperasi . ----- - ------------ -- - -- - --- - ----

~) Rapat Anggota syah apabila dihadiri 

1. Sekurang- kurangnya l ebih dari se pa=--~ jumlah an ggota. - - -

. ., 

- -' . 

Keputusan Rapat Anggot~ diam b__ ~e rdasarkan hikma 
kebijaksanaan dalam permusyawara:~- d an apabila tidak 
tercapai kata sepakat maka keput •s __ ciam bil berdasarkan 
suara terbanyak dari jumlah anggo: __ ·ang hadir.- -- - - ----

Bila jumlah anggota koperasi d:a::_ :oo orang. Rapat 
Anggota dapat diselengara :a- dengafr sistim 
k e 1 om po k Ip er w a k i l an d i man a s e be 11 :- - _ a t i a p- t i ·a p k e 1 om po k 
mengadakan rapat kelompok perwak i:-- :erlebih dahulu. ---

- ) Rapat Anggota Luar Biasa. - ----- ---------- - ---- --- - - ---- - -

1. Rapat Anggota Luar Biasa · d~ a-~~an sesuai dengari 

--- ~. 

ketentuan dalam pasal 10 ayat 12. - cal am Angga:::-an Dasar 
ini . - - - - --- - - - -- - ---- - - - - - - -- -------- - - - -------------- -

-Rapat anggota Luar Biasa syah apa: __ a dihadiri sekurang 
kurangnya 20 3 dari jumlah anggo: _ ~operasi . - --- ----- -

-- 3. Keputusan Rapat Anggota luar :_a sa . sejauh mungkin 
--- - -- diambil berdasarkan hikma ·2 ij aksanaan dalarn 
- - --- - permusyawaratan.----- - - -- - -- - - ---------------- ---------

.\ 
I 

( 6 .. d am ha 1. . ......... . \ .. , 
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Dalam hal rapat anggota tidak dapat ber la~g sung karena tidak 
mencapai quorum, maka rapat.dit unda •::.tuk paling lama 7 
(tuj uh) hari, dan apabila pada rapa- kedua tetap belum 
mencapai quorumn ya. rnaka atas kepu-~san bersama rapat 
tersebut bisa berlangsung dengan syah.-- ---------------------

Da 1 am keadaan pengurus ti dak dapa t me la:· __ ·an rap at anggo ta 20 
3 dari jumlah anggota dapat memi nta ba~:~an dari · Pemerintah 
un tuk memberikan bimbingan dalam pela ksa~aan rapat anggota 
luar biasa.--------------------------------------------------

BAB VI I 
P E N G U R U S 

Pasal 11 

?engu rus Koperasi dipilih dari dan ole~ a::.gg ota dalam rapat 
angg6ta secara langsung atau forma:-= de ngan bebas dan 
=ahasia .--------- - -------------------- ----- ------------------

lasa kerja I Jabatan Pengurus :03 { t:~- :ahun.-------------

Pengurus sewaktu-waktu dapat dibe r hen:~.-~ oleh Rapat Anggota 
apabila terbu kti · -----------~------- ---- -------------------

. 
a. Telah melakukan kecurwngan/ penye :e =~gan yang merugikan 

Ko peras i. -------------------------------------------------

~ . Tidak mentaati lagi ketentuan Unde~g--~dang Koperasi dan 
peraturan pelaksanaannya. ket en tua~ =a!am Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rurnah Tangga serta --=a:uran ~husus yang 
berlaku dalam Koperasi .---------------- -------------------

An~gota pengurus dilarang merang~a~ sebagai pelaksana 
- ke~iatan usaha Koper~si/~anager .---- ------~ ------------------

?en2urus sekurang-kurangnya 3 ltig~ =a~g dan sebanyak-
- ban~·aknya 5 llimal orang terdiri dar : ---- ------------------

- a . retua. -------------------------- ------- ------------------

- b . Sekretaris .-------- - ----- -- ------ ------ ---- - ------ - -------

- c . Dendahara .-------------------- - --------- ------------------

Apa bila terjadi kekosongan atau peng~- -=an diri dari salah 
- seorang anggota pengurus sebelum masa :abatannya be r akhir . 
- maka anggota pengurus yang lain me ~g _a~an Rapat Pengurus 
- untuk mengangkat gantinya baik diamb:_ a~i kalangan anggota 
- Kopcrasi, maupun dirangkap oleh anggo: ~e~gurus yang ada. ---

t 
:=engangka.tan 
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- i Pengangkatan Pengurus ini dimintakan ;e=gesahannya pada Rapat 
Anggota berikutnya. --- - - - -------- ------------ - - - -- - --------- -

Pa s al 12 

~ng dapat dipilih menjadi anggota pengu~- ~operasi 
~ng telah memenuhi syarat - syarat sebaga ~ -e~i ·ut 

ialah mereka 

Anggota ko perasi yang aktif, mempu::_·.:._ J lWa kep e rnimpi nan, 
- sifat kejujuran, serta keterampilan ke~ :~ .- ------------ - ---~--

Mempunyai pengetahua n tentang perkope~~=:an, dan sebagainya .--

Tidak pernah terlibat tindak pidar-a == =dasarkan keputusan 
- pengadilan yan g berkekuatan tetap .------------ - --------- - -----

Tidak mempunyai tunggakan pada Koperas:. -- -- ·-- ---------- - -- - - -

Ti dak mempunyai usaha yang bersaing de::~~:: usaha Koperasi atau 
- mempunyai us a ha yang me rugikan- Kopera s:. --- -------------------

Te lah menjadi anggota minimal 2 (dua ) :~:~n .------------------

Diusahakan dari mereka yang te_~= pernah mengikuti 
- Pendidikan/l at ihan/up g r ading perkoperas_a._ . -------- - ----------

f> a sa l 1 3 

:) Tu g as Pengurus : --- - ------- - - - - -- --------- ------------------

- a . Memimpin organisasi dan usaha Kope~as~ .-------- - ----------

b . Melakukan segala perbuatan huku- _:: uk da n atas nama 
koper a si serta mewakili koperas ~ ~~hadapan dan diluar ' 
pengadilan .------------ ------ - -- - - --- ---------------------

2) Kewajiban Pengurus : ---- - --- - - - -------- ------------------- - -

a. Menyelenggarakan buku organisasi ~-~e=a sj secara tertib .--
1 

b .' Menyusun r en cana ke rja tahunan da:: : __ an an .--------------
~ 

c . Menyelenggarakan rapat anggota ca= ra pat anggota 
ang ga r an 

luar 
dasar ----- biasa menu r ut ketentuan - ketent a~ ~al am 

ini .--------------- - - -------------------------------------

- - d. Melaporkan kepada rapat anggota =~~ ra pat a nggota l uar 
biasa te n tang segala kegia t an _·a:i. g me n ya ngkut tata 
k h . d . . 1 

e i upan Koperas1 .- - --------- ------:--~~::::~:----------~ 
v 

·, 
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Pengurus wajib membuat laporan : ~ -a~ yang terdiri dari : 
- Neraca dan penjelasannya.----------------;--------------
- Laporan Rugi/Laba Tahun Buku ya~= -erlaku.--------------
- Laporan Posisi Keuangan.--------------------------------

--- f. Memberikan pelayanan yang sama ·=; ~=a setiap anggota dan 
------ memelihara kerukunan diantara a~ ~; : dan mencegah segala 
------ hal yang bisa menimbulkan perse ::s:2a~ paham.-------------

--- ry c • 

~ 

Menggerakan partisipasi, pengeta~ - 2~ an kesadaran Anggota 
Koperasi sekaligus meningkatkan :~- = _ ah teraannya.---------

3) Hak Pengurus : ----------------------------------------------

a . Mengangkat dan memberhentikan ~a~agetuntuk melaksanakan 
------ tugas sehari-hari.----------------------------------------

--- b . Melakukan hubungan deng~n piha !~ - ~:~ak lain sesuai dengan 
------ keputusan rapat ~nggota.----------------------------------

--- c. 

--- d . 

Mengajukan tuntutan kepada pe~ga=~lan Negeri terhadap 
Anggota, Manager, Karyawan atau ~:2a~-pihak yang merugikan 
Koperasi.-------------------------------------------------

Memperoleh biaya-biaya yang tela ~ =: :entuka~ oleh Anggaran 
Rumah Tangga Koperasi.------------------------------------

4) Tanggung Jawab Pengurus : -------------- ---------------------

a . Pengurus bertanggung jawab seca~- ~e rsama atau sendiii 
sendiri atas kerugian Koperas i :·a~g disebabkan prograrws., 
yang belum mendapat persetujuan ~a~a: anggota.------------

--- b . · Anggota pengurus yang dapat· memb - ~ : ikan bahwa dia telah 
------ berusaha mencegah kelalaian atas ~e:aks anaan program yang 
------ belum disetujui rapat anggota te~ se~ t bebas dari tanggung 
------ jawabnya.------------------------------.-------------------

Pasal 14 
! 

1) Rapat pengurus diadakan sekurang- k_~-~gnya 12 ( dua belas ) ­
ka li dalam se tahun.---------------------~-------------------

2) Rapat Pengurus sah bi la dihadiri le·:~ dari separoh jumlah 
pengurus dan seorang diantaranya a al ah ketua atau unsur 
ketua lainnya.--------------------------------~--------------

3) Keputusan rapat pengurus diamb:: berdasarkan hikma 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan. li ka tidak terdapat kata 
mufakat, maka keputusan sah bi le di setujui oleh suara 
terbanyak dari anggota pengurus yang ~adir.------------------) 

( ~) Pengurus i ••.••.••.•. · 1 

~ 
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• 

- (4) Pengurus harus menca ta: _ 
--- - keputusan rapat 

ditandatangani oleh p e ~- -

dan keputusa n 
rapat sert a 

( 5 ) Pengurus harus meny i mpan 
tersebut pada ayat (4) 
mengedarkan salinannya ke pa -
manager.-------------------------

catatan- catata:: 
tertib. ser~ 

pengurus dan 

Pasal i= 
(I) Pengurus lama yang t idak terpi l ~-- _ :a:rus mengadakan sera h 

terima kepada pengurus baru denga- --~a - berita acara sera h 
terima lengkap dengan penyera ha- ~i sik dan non fisi k 
seperti buku-buku organ i sas i. :-=an keuangan serta 
administrasi pernbukuan, uang kas ; - su rat-surat berharga. 
berkas surat-surat serta bare~=-==~eng inventaris da n 
sebagainya.----------------------- -- - - -----------------------

(2) Hutang-hutang/pinjaman yang dilak·:a- ol eh pengurus lama yang 
belum habis jatuh tempo penge~~----=~ya menjadi tanggung 
j awab pengurus baru, sepanjang bu~a- esa laha~ pengur~s lama 
baik seorang maupun seluruh peng 1 ~-- _a2a .-------------------

( 3 ) Tunggakan hutang yang terjadi ~a- - si h ada selama mas a 
jabatan penguru~ lama ~epanjang b - --- ~esalahan pengurus lama 
baik seorang maupun seluruh peng =-- :ama menjadi tanggun g 
jawab pengurus baru.---------------- - - --------------------- -,.; 

(4 ) Pengurus l ama baik seorang ma-=-~ bersama-sama masi h 
bertanggung jawab atas tunggakan k=e :: yang disebabkan ole h 
kesalahannya.--------------------- - --------------------------

( 5 ) Dalam hal seorang/beberapa / sernua ~-g~ot a pengurus ya n g o le h 
putusan Pengadilan din yatakan ber sa.:::-:. '·arena tindakan pidan a 
a tau perdata yang dilakukan dan b _ ~= ol eh Koperasi sebaga i 
badan hukurn, sebagai aki~at tin~a-~~~ya terhadap koperas i 
atau pihak lain, maka yang bersang _:an harus menyeiesaikan 
ka wajibannya.------------------r---- - - ----------- ------------

BAB VII I 
P E N G A W A : 

Pasal 16 

( 1) Pengawas dipi li h dari dan o l eh ang~::a dalam Rapat An ggota.--

(2 ) 1,!asa kerja/jabatan Pe ngawas :03 ( - ::-::. . - - :::: - tahun.-------------

t 

.. ! 
I 

Yang da pat 

., 
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(3) Yang dapat dipilih menjadi Penga' a: .e: ah anggo t a Koperasi 
yang memenuhi syarat - syarat · -- ------- - - ---- - ---------------

a. Mempunya i s if at ke ju j uran dan ~:e: :- :- a:;p i l an ker j a .--- - ---~ 

b. Mengetahui seluk beluk perkope:- as_-:- dan pembukuan .-------

c . Tidak pernah terlibat tinda:~= pidana berd a sarkan 
-- - --- keputusan Pengadilan yang berke :~~a :a~ tetap .----- - --------

( 4) 

d. Tidak memp unyai tunggakan .---------------------------- - -- -

Pengawas tidak 
maupun pelaksana 

boleh me~angkap :e :agai anggota Pengurus 
( Manager dan Kar:·a a:: J . ------ - -------------

Pa sa l 17 

(1) Tugas Pengawas adalah : ----------------- --------------------

a . Mengawasi penetrapan pelaksanaa~ : e~utusan ·rapat anggota. -
1 

b . memeriksa dan meneliti ke benara:: -~-u - buku da n c a tatan ­
- - - --- catatan yang berhubungan ce::ga n keg i atan- kegiatan 
-- - --- organisasi dan usaha koperasi.------ ----------------------

( 2) J:ewaj i ban Pengawas ialah : - --- - - - -----·-- - - - - - - - -- - --- --- ---~ 

n . ~ t embuat laporan hasil pemeriksaa:: _ecara berkala .- - ---- - - -

b. Membuat laporan hasil peme ri ksaa~ ~ epada rapat anggota. ---

c . Me rahasi a kan hasil pemeriksaan ~~ ;a · a pihak ketiga kecuali 
--- -- - ke pada penyidik umum s e baga i ma:: a ~iatur dalam pe r und a ng-
---- - - un dangan yang berlaku .--------- ------ - --- - ----- - ----------

Pasal 18 

( 1) ?engawas berhak 

a . Mengumpulkan keterangan ~ ke: erang a n dari anggota 
--- - -- pengurus , anggota atau siapap~= y ang d~perlukan dalam 
---- - - rangka me laksanakan tugasnya.--- --- ---~--- ~---------------

--- b. Memberi saran, pendapat dan us~ - ~ epada pe ngurus maupun 
---- -- kepada rapat anggota mengenai s e3ala hal yang menya ngkut 
-- --- - ke h idupan kopera s i. - - --- - ----- ---- - ~ - - ---- - ------ - ------ - -

--- c. Dalam melaksanakan tugasnya a 2ggo ta pengawas disamping 
memperoleh biaya kerja yang :e ~ah d ianggarkan dala~ 
Belanja dan pendapatan Kopera s _ juga diberi imbalan. 
jasa/honorariurn yang diambil da:- : bagian Sisa Basil Usaha t 
yang ada dalam pengurus .- -- - -- - ---- ----- ---------------- - - 1 

d . Meminta .. .. ..... .. l 
v 
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-- - d . Meminta ja s a Akuntan Publik un~~ = e ~iksa Koper a si . atas 
- -- --- biaya Kope r asi .- - -- - - - -- - ------- - --- - - --------------------

~ 

1
BAB . IX 

M A N A G E :' 

Pasal 19 

(1 ) Manager melaks a nakan tugas peng_~- s~ hari-hari dibidang 
usaha .--------- - --- - - -- - - ------ -- --- -- - - -- ---- -- - -------- --- -

(2 ) Manager diang kat dan diberhent :_z.- ol eh peng u rus dan 
bertanggung jawab kepada pengu r us.------- - - - - --- - ------------

( 3) Setiap rencana pengangkatan manage~ ~aTu s dia j ukan kepada 
Rapat Anggota untuk mendapat pers e ~--~~ . ------------------- -

(4 ) Hubungan kerja antara pengurus c~~ ~anager diatur dalam 
s uatu kontrak kerja yang harus d i-a~~a:angani' oleh pengurus 
dan manager . - --------- - ----------------- ---------------------

(5 ) Setiap manager diangkat oleh peng~~ - ~ harus diberi s u ra t 
keputusan tentang pengangkatan manage~. -- - - - - ----------- ~ -- - -

Pa s a! 20 
~ 

( 1) Tugas Manager : -- - - -- ,--- -- - ----------------------- ---------

a . Mengkoo r dinir penyusunan r enc a~a kerja dan anggara n 
----- - masing- masing bagian yang berada dibawah tanggung 
------ jawabnya, kepada pengurus .------------ ~ -------- - - - ------- -

--- b. 

- - - c . 

--- ti . 

- - - e. 

1engikuti rapat pembahas a n ren ca~a kerja dan anggaran 
koperasi secara kes e lur~han denga~ pengu r us dan p e mbantu 
meny e l e saikan naska rencana ker :a c an anggaran tersebu t 
agar siap disajikan dalarn rapat ar.ggota .---- - - - ------ - - -- -

Menyusun perencanaan yang tepat dalam rang ka p embuka a n 
usaha - usaha baru .----------------------------- ------------

Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha 
ren c an a kerja dan anggaran yang dis e t u jui 
serta penga rahan dan penggarisan yang 

·s es u a i denga n 
rapat anggot a 

di l aku k an ole h 
pengu r us. - - -- - ------ - - - ---------- - - -- - - ----- - - - -- -------- -

Menghimpun dan mengkoordini r para karya wan dala m 
pelaksanaan tugas - tugas bidang usaha . ------- - ---------- - -­

~ 

t 
f . . ~le l. aksanak <~ n I 

' l u 
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Melaksana ka n tugas - tugas pengu~ ~s ya ng telah dipercaya~an 
kepadan y a yaitu menandatanga~: s•ra t-surat keluar yang 
menyangku t soal - soal penawara~. ?emb elian dan penjualan 
barang, bertindak untuk d2~ atas nama pengur us. 
menandatangani perjanJ1an jua_ oel i dengan ang?ota dnn 
pihak lain, menyelenggarakan pe:e:·a~an kepada anggota dnn 
masyarakat sekitarnya, mencari ~e~gi~uti informasi pasar. - -

1: 1 Wcwe nang Manager : ------------------ - ------------------ -----
• 

a. At as dasar persetujuan tert u:~s ~a ri pengurus, Manager 
menandatangani surat - surat be~~arga dengan Bank dan 
menges a hkan pengeluaran-p e nge l~a~an sejumlah uang atau 
barang tertentu .------------- - ---- ---------------- - -------

-- - b . Manager d ibantu oleh sta ~ administrasi keuangan. 
menyel e nggarakan adminis t ras i _ang dan" barang dengan 
tertib dan teratur serta =e~gambil langkah - langkah 
pengama nan terhadap seti a p ua~g da n b a rang yang keluar 
masuk untuk menghindarkan k e ru g:a~ ko p e r asi. ---- - ---------

Pas a l 21 
~ 

(1) Hak Manag e r : ------------ - ---- - - ------------- ------------- - -

n . Mendapatkan,penghasilan d an ga~: :·ang layak .--------- - -- - -

b. Mengikuti p e ndidikan baik yan g ~~adakan oleh pemerin tah 
- - ---- mau pun ole h gerakan koperasi a a~ :embaga- lembaga lainnya. 

- - - c . Mengangkat dan memberhen::~a~ karya wan menu rut 
keperluann y a atas pers~tujuan pe~g rus. -------------------

- -- d . Me ng a jukan pembelaan di ri a:as tuduhan - tuduhan · ya~g 
- -- --- dit u jukan kepadanya .--------------------------------------

( ~) Kewa ji ban Manager · -- - ------ - ------- - ----------------- - --- --

a . Mem p e r hatikan . setiap kete n tua~ a :au p eraturan p e merin t ah 
ya n g b e rhubungan dengan ke p, ga7a:a~ serta memb uat laporan 
se c a r a periodik tentang hal- ha_ :·ang ber h ubungan dengan 
ke p egawaian .-------- --------------------- - --------------- -

-- - b . Menga d akan pertemuan secara be ~~a_a dianta r a para k~ryaw an 
---- - - be s erta k ep a la - kepala ba gi a n a:a~ unit kope ra si bersa~ a 

------ pe n gurus. ------ - - - --- - -------- ------------------------ - ---

- -- c . Memb uat laporan secara rutine ::e?ada pengurus .--------- - --

( 3) Tang~ung 

\ 
I 

\ 
~ 

----------------------------------------------------- 
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13) .Tanggung Jawab Manager -------------------------------------

--- a. 

--- b. 

--- c. 

Bertanggung jawab penuh ke?a~a ;e~gurus atas berhasil 
tidaknya tugas-tugas yang di se:::-a. a~ kepadanya.-----------

Manager bertanggung jawab se:_:::-~ ?ribadi atas kerugian 
yang disebabkan oleh kela la:a== ·a atau kerugian ya ng 
disebabkan oleh kegia tan ya::= ~ida k digariskan oleh 
pengurus.-------------------------------------------------

Manager tidak bertanggung j2 a: at as kerugian-kerugian 
yang timbul sebagai akibat da:::-: ~e:ak sanaan - pelaksanann 
tugasnya yang telah sesuai de:: ga~ ?enggarisan pengurus.---

Pasal 22 

'. 1) Manager berhenti ka rena 

a . Meninggal Dunia. ----------------------------------~------

b . Atas permintaan sendiri .-------------------------------~--

c. Masa jabatannya habis sesuai de::;a~ kontrak kerjanya .-----

ct. Diberhentikan o l eh pengurus ~a:::-e~a tidak memenuhi lagi 
- ----- syarat sebagai manager.-----------------------------------

- -- e . Dipecat oleh pengurus kare::a 3encemarkan nama baik 
-·----- Koperas i dan me l akukan ha 1-:::a _ yang meny impang dar i 
·· ----- ke ten tu an yang be r l aku un t ..: :·:::·a seh i ngga me rug i kan 
------- koperasi.-------------------------------------------------

Pas a 1 23 

1) Karyawan diangkat dan diberhe:::~~an oleh Manager ata s 
persetujuan pengurus berdasarkan pe:::-~anjian kerja .----------­
Surat perjanjian kerja dibuat d ia:as kertas· bermaterai Rp. 
1000 ( seribu rupiah) dan ditanda ia::gan i masing-masing ol eh 
manager dan karyawan yang bersang :··- :a:-i dengan dike t ahu i o l eh 
pengurus. ! 

, ' 2) Yang dapat diangkat menjadi ka:::-: ·a·· an adalah mereka ya ng 
memenuhi syarat-syarat : -------- --- ---------------------~--

a. Mempunyai pendidikan/keteramp~:an sesuai dengan bidang 
------yang akan ditangani.--------------------------------------

b. Rajin serta dapat be kerja seca:::-a effisien .----------------

c. Mempunyai dedikasi, motivasi, te~u juran dan rasa tanggung-
jawab.----------------:----------------------------------\ 

--- d. Telah ........... . . 

----------------------------------------------------- 
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d . Telah melalui masa percoba~~ _e:ama 1 (satu)bulan oleh 
------ manager atas persetujuan pe _g~~- -- -~----------------------

BAB X 
MODAL KOPER.-.S: 

• 

Pasal 24 

I 1) Ko perasi mempunyai modal tetap ·a~~ diperoleh dari modal 
sendiri dan modal pinjaman. --- ------------- - - ---------------

a. Modal sendiri perusahaan Kope~e:: terdiii dari simpanan 
----- - pokok , simpanan Wajib dan dana c~~angan serta hi ba.-------

--- b. Simpanan pokok dan wajib dite :a~ a~ berdasarkan keputusan 
------ Rapat Anggota masing sebesar : ---------------------------

------ - Simpanan pokok sebesar Rp . : ._:a (sepuluh ribu rupia h . ) 
------ setiap anggota yang dibayar se=a ~a berangsur selama -~--

------ 02 ( dua ) kali ansuran bu la~~~. ------------------------

- ------ - Si mpanan \Va jib yan g bes arn_ .. a c!an car any a di t et ap kan 
da 1 am Pera t uran Khus us at as .-.. -~ga r an Rum ah Tangga . ------

--- c . Modal pinjaman perusahaan Kope~asi· terdiri dari modal 
pinjaman dari ang~ota. pinja~a .. -a ~i koperasi lainnya dan 
atau anggotanya, pinjaman dar i 3a~k dan lemb aga keuangan 
lainnya dan penerbita~ obligas: can surat hutang lainnya 
serta sumber lainnya yang syah.---------------------------

( 2) Selain modal tersebut pada ayat ( _ dia tas. maka koperasi 
dapa t me l aksanakan pemupukan mo da _ :·ang berasa l dar i modal 
penyertaan yang diatur lebi h .a~jut dengan pe~aturan 

pemer in tah. --- - ------------------- ----- ----- ~ ------------- ---

Pas a 1 25 

Simpanan pokok dan Simpanan wajib a~ggota tidak dapat diambil 
kernbali selama yang bersang~ut a~ masih menjaa1 ~nggota 
Koperasi.---------------------~------------------------------

Pa s a 1 26 

Modal atau dana Koperasi diper g ~akan un tuk mengembang kan 
tujuan-tujuan usaha koperasi sebaga:mana dia t ur dalam pasa l 3 
Anggaran Dasar ini.- -----------------------------------------

Pasal 27 

(1) Setiap anggota yang berhen.ti atas ?ermohonannya sendiri dapat 
men erima kembali --------------------------------------L __ _ ·, 

I 
I . . .... ,\ . - -- a . Simpi:lnan 
\_ 
\; 

----------------------------------------------------- 
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--- a. 

--- b. 

Simpanan Pokok dan Wajib serta jasa usa ha. 
setelah rapat anggota di_c. · --:a .·an dan waktu paling lar;ia 3 
tahun. ------------------------ ---------------------------

.. 
Semua hal yang merupa ·a- : g:han atas dasar perjan jian 
yang ada, termasuk juga s~-- J ~nga .-------------------- - --

( 2 ) Jika anggota berehenti kare -:e _:pecat, kecuali jasa usaha 
yang diambil menjadi mo-a_ cadangan koperasi. dapat 
dibayarkan kembali -------- ----- ----------------------------

a . Simpanan pokok dan S1 m~a=~= wajib yang ada, secara 
------ berangsur - angsur dalam ·a-:g_a wakt u paling lama 5 Clima ) 
------ tahun .------------------- ----- ---------------------- - -----

- - - b. Semua hal yang merupa ka~ :agihan atas dasar · perjan jian 
yang ada, termasuk juga s~~- _nga. ----------------------­

~ 

( 3) Jika anggota berhenti kare . a -e=ingga l dunia, maka dapat 
dibayarkan kepada ahl i wari s .. :·a - ---------------------------

a. Simpanan poko k dan simpana= 
------ jangka waktu 1 (satu) bul a= 

ajib dan jasa usaha. dalam 
se~elah meni nggalnya.--------

--- b. Semua ha! yang merupakan :agi han atas dasar perjanjian 
------ yang ada, termasuk juga s uk_ · nga.- ------------------- ---, .. 
( 4) Pembayaran seperti tersebut pa~c. ayat (1) , (2) dan (3) pasal 

ini diberikan setelah diku ra .. g: dengan hutang - hutang p2.da 
Koperas i .----------------------------------------------------

Pasal :~ 

( 1) Koperasi dapat menerima pin ja7a=. baik dari anggota mau pun 
dari non anggota untuk menamba~ permodalan koperasi .-------- -

( 2) Pinjaman se bagai tersebut _a~a ayat (1) pasal ini harus 
dibatasi paling bany a k sesua i cengan kebutuhannya atas dasar 
keputusan Rapat Anggota.-1 -----------------------------------. ~ 

( 3) Pinjaman sebagai t ersebut .a~a ayat (1) pasal ini haTus 
dijamin dengan harta kekayaan ~cpe rasi.-----------------~----

( 4) Setiap pinjaman yang dipero le~ :operasi harus ditandatangani 
sedikit-dikitnya oleh dua orar:g anggota pengurus dan manager. 

( 5) Ketentuan-ketentuan lebih laTI~' t tentang pinjaman dan ba t. as 
suku bunganya diatur dalam An ggar an Rumah Tangga.- ------ - - ---

(6) °Jum l ah 

\ 
i 
i 

' \ 
\ . . . . . . . .. . . . . . . . 
~ 

----------------------------------------------------- 
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( 6) Jumlah maksimun uang 
ditentukan oleh Rapat A~­
disimpan atas nama Kope~~ 
Bank lain atas persetuj~a-

( I) Pengambilan uang yang di s_ 
dengan Cek, Giro atau :. 
sekurang-kurangnya 2 (dua 

Setiap hadiah yang diter :­
harus segera dibukukan se '::. 
berupa barang segera dibu~-

Pas" 

Setiap penyelenggaraan keg: = 
dan manager harus dituan g __ 
tertulis sehingga jelas ~ 

jawab dan wewenang masing-Ga 

• 
Pa_.: 

I 1 ) Koperasi didirikan untuk Ja::~ 

12) Pembukuan koperasi dikerjaka~ . 
dengan 31 Desember 

talam Kas. besarnya 
-~ihnya dengan segera 
?eme rint ah atau pada 

----~-- a .------------------ --

~anya dapat dilakukan 
ditandatangani oleh 
pengurus.-----------

~asi yang beruoa aang 
:=dangan dan hadiah yang 
• :nventaris koperasi.--

_ :·ang di 1 akukan pengurus 
:ent uk rencana secara 

:agi an tugas, tanggung 

:idak terbatas .--------

::gga l 1 Januari SE» mpai . 
~----------- ----- ----------

~ : . BAB --
PEMBAG I AN SI Si-. -.:s . .\HA 

::_ Pasa: 

f l) .Si sa Hasil Usaha yaitu pe11 c_-:- - .. o perasi yang dip~o e h 
dalam satu tahun buku dikur2~- -=~an biaya penyusunan dan 

:~ kewajiban lainnya termasuk <lal am tahun buku yang 

(' ·. 
~= 

: ; ; 

bersangkutan. Sisa Basil Usa ta ;: sesuai Keputusan Rapat 
Anggota untuk : ---------------- ----------------------------

a. Yang diperoleh dari usa ::_ :·::.::g· diselenggarakan untl.,1.:­
anggota koperasi.------------------ ----------------------­
Yang diperoleh dari usaha ya-; ~iselenggarakan untuk bu kan 
anggota koperasi.------ -----------------------------------

--- b. 

\ 

\ 

( 2). S-i sa Basil Usah a . . 

----------------------------------------------------- 
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. T 

! 0 - ,, 
;. 

~_, 

j b 
"":· r 

q ( -
b 

( f ) 

( ,-. \ . . 

r ' ' : 

(2) .Sisa Hasil Usah~ ya~g 
--- diselenggarakan untuk anggo:a 

pe roleh dari us aha yang 
bagi sebagai berikut : ------

----- a. 40 
----- b. 25 
---------
----- c. 15 
---------
---------
----- d. 5 
----- e. 5 
----- c 5 l 

----- g.2,5 
----- h. 2, 5 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
% 
3 

untuk cadangan.----- -----------------------------­
untuk anggota me=-~-: perbandingan jasanya da lam -
usaha Koperasi.----------------------------------­
untuk anggota -e::.:rut pe·rbandingan simpanan, 
dengan ketentua:: :_ ·ak mele"bihi suku bunga Ban k 
yang berlaku pada 3-::: Pemerintah.---------------­
untuk Dana Pengu~~s ?engawas.--------------------­
untuk dana kese ja=:e ~aan pegawai/karyawan.-------­
untuk dana pend ic:~a:: .---------------------------­
untuk dana pemba;:g_::a~ daerah kerja.--~----------­
untuk dara sosia .------------------------~------

( 3).Sisa Hasil Usaha yang ~: ?eroleh dari usaha ya ng 
--- diselenggarakan untuk bukan a::ggo ta dibagi sebagai berikut :-

----- a. 75 
----- b. 5 
----- c. 5 
----- ct . 10 
----- e.2,5 
----- f .2,5 

3 
3 
% 
'"' /0 

3 
"' 10 

untuk 
untuk 
untuk 
untuk 
untuk 
untuk 

cadangan.-----------------------------------
dana pengurus. ----.----------------------_:---­
dana kesejah:e~aan pegawai .- - --------------­
dana pendid i'.-a:: :·operasi . ------------------­
dan~ pembang ~::e:: d aerah kerja .-------------­
dana sosia l. --------------------------------

\ 4 ) .Penggunan, dana pendidikan da:: =a ::a pembangunan daerah ke~ja 
--- diatur sesuai dengan ketentua~ ?ejabat yang berlaku.---------

BAB x::::::::: 
TANGGl 'NGA. :-~·GGOTA 

:i asa l .J.J 

( 1) Dalam hal terjadi pembuba~a= ~operasi, anggota hanya 
menanggung kerugian _sebatas s:=~anan pokok, simp~nan wajib 
dan modal penyertaan 1yan g d im::: .·: ~ya .----------------~------

BAB x:::--
S AN KS -

I 

Pasal 3..! 

Terhadap Pengurus, Pengawas, Anggo:a ~an Anggota Luar Biasa ya~g 
melanggar ketentuan Anggaran Dasa~ ~ik enakan sanksi sanksi 
s ebagai berikut : -----------------------------------------------• 

( 1) Pengurus dapat diberhentikan o_e~ Rapat Anggota dan atau -­
proses me lalui ketentuan .hukum :·a=g berlaku apabila terbuk:i: 

a. Melakukan penyelewengan I ~e~yalagunaan uang Kope~~s ~ 
------ un t uk kepen ti ngan Er i bac i I p i _hak ke ti ga -·::.:-.; 
------ mengakibatkan kerugian ~bagi ~o?erasi.~----------------- ---

--- 'b. Tidak ....... .... -

? 

-
----------------------------------------------------- 
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• 

--- b. Tidak mela k sana kan Rapa : .~ ;=-:2 dalam rangka pertangg un g 
------ jawaban kepada anggota.----- --------~- --------------- -----

--- c. Tidak me laksanakan a _- : =:st rasi pembukuan baik 
administrasi organisasi ~a-=-= a dministrasi usaha kopera si 

--- d. Tidak men y ampaikan lapora= ;~=~embangan koper~si ke p a da 
------ pihak Pejabat Koperasi.---------------- ------------~--- ---

--- e. Melaksanakan kegiatan s e~a y ang sama dengan u saha 
. ------ koperasi yang dikelolanya .-- - ------------ -----------------

( 2) Pengawas dapat diberhenti ·a= -_eh Rapat Anggota ap ab i la 
terbukti · ------------------ - ----- -·-------------------------

a. Tidak me l akukan pemeriksaa= : ~= tama pemeriksaan menj e!an g 
------ tutup buku tahun k ~peras i .------------ ----------------- ---

--- b. Apabila tida k merahasia ka = ~asi l pemeriksaann y a kep2da 
------ pihak ketiga. --------------------------------------------

( 3 ) Anggota dapat diberhentika~ =an 
ketentuan hukum y ang berlaku a?aj:l a 

a t au diproses mela l ui 
terbukti : ------------ -

a. Tidak mebayar simpanan- si m?a=an sebagaimana diatur cial am 
AnggaraR Dasar Ko perasi.---- - ---- -------------------------

--- b. Terbukti menya l agunakan ua~g d an harta ke kay a an kop e r as i 
------yang be r akibatkan merugika n ?e=k embangan koperasi.--------

~ --- c. Tidak hadir dalam Rapat A=gg ~ :a berturut-turut selama 3 
------ (tiga ) tahun --------------------------------------------

(4) Anggota Luar Bia s a dapat d iber~ent ikan dan a t au dip roses 
melalui hu kum yang berlaku apa~~ : a terbukti ---------------

a. Menyalagunakan hak-haknya se~agai Anggota Luar Bi a s a 
------ sesuai dengan ketentuan An gga=a n Dasar Koperasi.----------

--- b . Tidak rn elaksanaka; k e wAji ba==ya sesuai dengan kete nt u a n 
------ Anggaran Dasar, Anggaran Ruma .. Tangga dan keputusan Rapa t 

Anggota.----------- ------- --------------------------------

BAB X -
P E R S E L I S I H A N 

Pasal 3 5 

(1) Setiap perselisi han y ang ( i illbul dalam pe~yelengga ~ aan 
koperasi diselesaikan seca ra i ntern mela l ui mus y a w a~ah 
pengurus dan Rapat Anggota.--------- ---------------~--- ----f-

( 2 ) "Apabil a ....... ~ ... \ .. 
< 
V' 

----------------------------------------------------- 
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( 2) Apabila tidak depat diselcs~ --~~ ~ enurut ketentuan ayat '. 1) 
maka penyelesaiannya ole h ~g;ota dapat dirninta ba ntuan 
Pejabat Koperasi atas perse: _~-~= Rapat : Anggota.-------------

( 3 ) S e l an j u t n ya at as per s e l i s i a= : · 3- •• g t i d a!;: d a pa t ci i s e l e s a i :~an 
secara rnusyawarah dan muf a.·2: sesuai a yat (1) dan a:vat ( 2) 
diselesaikan menurut kete n:_a= . hukum yang berlaku atas 
persetujuan Rapat Anggota. --- ---- ----------------~-----------

BAB .- ---
p E M B U 3 A R A N 

Pasa : ... ,. 

Pembubaran Koperasi dapat dilaku ~a= ~e rdasarkan, BAB X Pasa l ~ o 
Undang - undang Nomor 25 Tahun 19 ~:. tentang Perkoperasian.-----­
( l) Keputusan Rapat Anggota : -------------------------------~---

Keputusan tersebut harus dise :- : ai dengan Berita Acara yang 
antara lain · ------ ~--------- -------------------------------

a. Tanggal, Tempat diadakannya ~apa t Anggota . ---------------

b. Jumlah Anggota dan Jumlah A=ggot a yang hadir .-------------

c. Acara Rapat.-~----------------------~ ---- -----------------
. 

d. Alasan Pembubaran Koperas i. ------------ - ------------------

e. Jumlah suara yang s etuju da~ yang tidak setuju terhadap 
------ pembubaran itu.---------------------- ---------------------

( 2) Kepu t us an Pemer int ah menuru : · :;;:-osedur yang di tent ukan de.lam 
Undang-undang Koperas i, j uga dar i has i l pemer i 1~ s.annya 
ternyata : ----------------------------- - --------------------

a. Terdapat bukti - bukti bahv.a ::operasi tidak lagi rneme:1un1 
------ ketentuan-ketentuan dalam U~cang-undang Koperasi. ---------

--- b. Kegiatan-kegiatan Kop erasi be ~tentangan dengan ketertiban 
------ umum dan kesusilaan.- - ~---------- -- -- -------- - ------ ------

--- c. Koperasi dalam 
------ dapat diharapkan 

• 
keadaan se·emik ian rupa sehingga :idak 
lagi kel a=gs ungan hidupnya. --------------

Pasa l 3 -

(1) RAT mengangkat seorang atau beberapa orang 
mempunyai hak wewenang dan ke"·aj iban se9agai 

pen ye le sa i yang 
berikut : ------

a. Melakukan segala perbua: an hukum untuk da~ atas na~a 

Koperasi serta mewakilin ya d i~epan dan diluar Pengadilan\ -

__ :. b. \le ngu rn pu l kc.n .... \ . 
'V 
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-- b. 

-- c. 

-- d. 

-- e. 

-- f. 

-- g. 

-- h. 

22 -

Mengumpulkan segala '<e-:2-a-;a~ keterangan : :.-g 
diperlukan.----------------------------: __________________ _ 

Memanggil anggota dan be as a-ggota seperti dimaks_d 
didalam Pasal 33 Anggara~ _a~a- ini, baik satu persa:u 
atau bersama-sama.---------------------------------------­
Menetapkan oleh siapa dan e- - ~ perbandingan ~agaimana 

biaya penyelesaian harus dioa a-.------------------------­
Mempergunakan sisa kekayaan . :::::-asi sesua.i dengan t~ uan 
koperasi atau pekutusan Rapa- ~-;;ota terakhir.----------­
Menetapkan penyimpanan da- ~enggunaan segala a~s~p 

koperasi .-------------------------------------------------
Menetapkan pembayaran biaya ~=-ie~esaian yang dilaku k~n 

dan pembayaran hutang lainnya.--:-------------------------­
Setelah berakhirnya penyelesa~a - ,enurut jangka waktu yang 
ditetapkan oleh Rapat Anggota ~a<a penyelesaian membu 2 t 
Ber i ta Acara .ten tang penyel esa.:.a- i tu.--------------------

2) Untuk penyelesaian berdasarka~ 

penyelesaian ditunjuk oleh Pemer.:.~-: a. 

keputusan Pemerinta ::, 

3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari p2~ a 

pembayaran hutang l ainnya.------------------------------------

BAB XVII 
ANGGAR~N RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS 

Pasal 38 

Hal - hal belum dimuat dalam .::.-ggaran Dasar ini, · diat t.: r 
dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pe-a~uran khusus .---------._;--

Demikian Anggaran Dasar Koperasi ................. ~ .... - · 
ditetapkan dan ditanda tangani o e ~ ami yang telah dib2ri 

leh Rapat Pembentu ka K perasi tersebut . --------

..... ' ..... 0i1 SYAMSUD::N !Cetua 

P 0 N I A T Se!<.reta1is 

-- ( 3) - ( ABDUL AZI S Bendahara 

·-- ( 4) - T A R D J 0 Anggota Pengu ;--us 

-- - ( 5) - (SAEAR MANULLANG) Anggota Pengurcs 

================================== 

- --
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